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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat rakhmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen
Rencana Kerja (Renja) Sektetariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun
2025.

Renja Sektetariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 disusun
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Sektetariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 terdiri
dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun n-1, tujuan dan
sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, dan rencana kerja dan
pendanaan serta penutup.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat
kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran
serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana

kerja dimaksud.

Teluk Dalam, 29 Juli 2024

Sekretaris Daerah

Kabupaten Nias Selatan

Ir. IKHTIAR DUHA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022



1.1

BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Organisasi Perangkat Derah untuk periode satu (1) tahun,
yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Recana Kerja Perangkat Daerah
merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan
untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat
Dearah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja
Organisasi Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental
dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah
merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah
dan terkecil. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah berhubungan
langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan
utama penyelenggaraan pemerintah.

Kualitas penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik
yang baik. Proses penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat dearah
dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Dearah
dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta
menganalisa gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah untuk
menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan
berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Organisasi perangkat
Daerah tahun lalu sesuai Renstra OPD yang didasarkan pada penelaah
rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas
yang juga didasarkan kepada penelaah usulan kegiatan masyarakat.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen OPD dan Renstra OPD
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam
Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan

dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra OPD



dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP,
Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan menyusun Rencana Kerja

(RENJA) 2025 dengan berlandaskan hukum, antara lain:

1.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari APBD.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Aset Daerah.

Peraturan Daerah Nias Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Nias selatan Tahun 2021-2026.

Peraturan Bupati Nias selatan Nomor 09 Tahun 2011 Tentang
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten
Nias Selatan.

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 tahun 2014 Tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias selatan.
Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang
Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

Selatan Tahun 2021 — 2026;



22. Keputusan Bupati Nias Selatan nomor tahun 2024 tentang Penetapan
Tim Penyusun RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025
23. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor tahun
2024 tentang penetapan tim penyusun rencana kerja Sekretariat
Daerah tahun anggaran 2025
1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Nias Selatan Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan
sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
Selatan dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien
sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Derah Kabupaten
Nias Selatan sebagaimana yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten
Nias Selatan 2021-2026.

Selain itu penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk
memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya
aparatur dan sumber daya lainnya yang dimiliki, sehingga mampu
mengantisipasi setiap perubahan serta perkembangan yang ada dalam
penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. Rancangan
Rencana Kerja ini juga dimaksudkan sebagai tolak ukur dalam mencapai
tujuan pada tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias Selatan adalah Menterjemahkan visi, misi dan program
pembangunan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
Selatan 2021-2026 serta RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-
2026. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan mengikuti Visi & Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Nias Selatan
2021-2026 yaitu:

1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan

berorientasi pada pelayanan.

- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
- Meningkatkan pelayanan publik

2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas



Mensinkronkan perencanaan pembangunan kabupaten dengan
pembangunan desa.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur (pendidikan,
kesehatan, Gedung pemerintah, jalan, jembatan, sarana air
bersih, irigasi, mitigasi, dan prasarana lainnya).

Mendorong pengembangan transportasi udara (bandara silambo)

dan transportasi laut.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas,

Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.

Pencegahan dan penanganan stunting melalui peningkatan
asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita

Melanjutkan Program Beasiswa Pendidikan yang berkualitas
Memfasilitasi kegiatan kepemudaan dibidang olah raga, seni

budaya dan komunitas kreatif.

4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak

konsumtif.

Melanjutkan Pembangunan di Sektor Pertanian, Peternakan,
Perkebunan dan Perikanan

Melanjutkan pengembangan pariwisata di Nias Selatan
(Mewujudkan Nias Selatan sebagai salah satu destinasi wisata
Nasional/Internasional di Kepulauan Nias)

Mendorong kegiatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
yang Produktif dan Inovatif.

5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.

Mendorong pihak keamanan dalam hal penegakan hukum.
Menciptakan kerukunan antar umat beragama
Mendorong dan menciptakan masyarakat peduli lingkungan/

tanggap bencana.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 OPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum



1.3 Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat
Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BABIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan
BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten
Nias Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan
rencana strategis Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan
kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja
yvang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam
rangka pelaksanaan APBD.

Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan
jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah
daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,
rencana kerja pemerintah daerah, maka penyusunan Rencana Kerja OPD
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan menyusun rencana kerja
Tahun 2025 dengan membandingkan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Tahun 2023, perkiraan capaian tahun 2024, capaian
target renstra periode 2021-2026.

Berdasarkan Tabel T-C 29 yang berisi tentang evaluasi renja pada
tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa pada program Penunjang Urusan
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat jika dibandingkan antara target output renja
dengan realisasi pada akhir tahun pencapaiannya 100%. Demikian juga
halnya pada kegiatan dan sub kegiatannya diketahui bahwa target
output yang telah ditetapkan sebelumnya sudah sama dengan realisasi.
Hal ini disebabkan oleh karena koordinasi dan kerja sama semua bagian
pada Sekretariat Daerah semakin baik. Pada program perekonomian dan
Pembangunan dapat diketahui pada tingkat program dan kegiatan
tingkat pencapaian terhadap terhadap target tercapai namum ada satu
sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa

yaitu sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa dimana



target yang ditetapkan 140 dokumen namun yang teralisasi hanya 127

dokumen atau 91%. Hal ini disebabkan adanya kekurangan paket

pengadaan yang diajukan dari OPD teknis. Masa perencanaan renja

untuk tahun 2025 masih berada pada awal tahun anggaran tahun 2024,

sehingga capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun anggaran

2024 belum dapat dilakukan pengukuran, yang dapat dilihat pada tabel

T-C. 29.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

Selatan.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian
terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan
kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang ditimbulkan atas
kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan
yvang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan
direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis
standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator
untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten
Nias Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Dengan rumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
diharapkan dapat dijadikan landasan dalam  menjawab
permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diminimalisir. Hal
tersebut dapat diartikan bahwa kesenjangan berkaitan kondisi
ideal organisasi Sekretariat Daerah yang diharapkan dengan kendala
yang dinilai saat ini belum terpenuhi dapat diproyeksikan dengan
kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh sekretariat
daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta
mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta
dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit
kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif.

2. Tersedianya kerangka gerak berupa pedoman yang terstandarisasi

dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan



pemerintahan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat regulasi
(regulation), pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowering)

dengan ditunjang oleh pelayanan administrasi pemerintahan yang baik

. Pelaksanaan kewenangan, baik dalam bidang pernerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan secara
efektif dengan adanya proses penataan organisasi pemerintahan yang
lebih proporsional, efektif dan efisien sesuai kebutuhan secara obyektif.
Kinerja aparatur pemerintah daerah mengarah pada profesionalitas
diberbagai bidang yang terlihat dari peningkatan kemampuan teknis
dan manajerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit

kerja akan lebih optimal dan berorientasi pada pencapaian tujuan.

. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara esensial menunjang

pada irnplementasi pelaksanaan otonomi daerah dengan membuka

ruang partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh budaya budaya kerja

yang tinggi.

Berdasarkan table T-C. 30 diketahui bahwa terdapat 5 yang menjadi

indikator kinerja utama sekretariat daerah sebagai berikut:

1.

Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator ini sebelumnya ditargetkan
dengan nilai C dan setelah dilakukan penilaian terhadap indeks
reformasi birokrasi di kabupaten Nias Selatan maka nilai yang diperoleh
CC (51,76). nilai ini dapat dikatakan telah melebihi target yang
ditetapkan sebelumnya akan tetapi alangkah lebih baik jika nilai ini
terus meningkat.

Indeks Kepuasan Masyarakat. Indicator ini sebelumnya ditargetkan
dengan dengan predikat kurang baik dan setelah dilakukan penilaian
predikatnya B (89,80). Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan
pemerintah sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Nilai Sakip. Indicator ini sebelumnya ditargetkan dengan nilai B dan
setelah dilakukan penilaian terhadap nilai Sakip Sekretariat Daerah
dengan nilai A (91,98). Hal ini menandakan bahwa nilai yang ditargetnya

dapat dicapai bahkan melebihi dari yang ditargetkan.



4. Nilai LPPD Kabupaten Nias Selatan. Nilai LPPD Kabupaten Nias Selatan
ditargetkan sebesar 2344 dan sampai saat ini belum keluar nilai LPPD
Kabupaten Nias Selatan untuk tahun 2023.

5. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN. Pada tahun
2022 ditargetkan Rumah tangga pengguna listrik PLN sebesar 84,76%
dan setelah Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk penyambungan
listrik ini kepada masyarakat maka Rumah tangga pengguna listrik PLN
dengan persentase dapat meningkat menjadi 69.07%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias Selatan
Pada bagian ini menguraikan hasil analisa terhadap pelayanan,
perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Dalam menghadapi tantangan dan peluang secara eksternal,

Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan mengidentifikasi faktor

internalnya seperti kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah:

1. Visi dan misi yang jelas;

2. Adanya dukungan dana yang cukup;

3. Struktur organisasi yang jelas; dan

4. Adanya landasan hukum yang mengatur tentang kewenangan.

Sedangkan kelemahan yang ada di Sekretariat Daerah adalah:

—

Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang
pelaksanaan tugas;

Masih kurangnya koordinasi antar bagian;

Minimnya kualitas Sumber Daya Aparatur;

Pola karir Pegawai Negeri Sipil yang lambat;

Pembagian tugas yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi;

AL

Penurunan disiplin dan inovasi sebagai akibat dari sistem evaluasi

kinerja yang tidak berbasis reward and punishment

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah
yang tidak maksimal; dan

8. Tidak adanya rencana tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan

evaluasi kebijakan pembangunan.



Selain itu munculnya peluang diberbagai sektor akan menjadi suatu
tantangan yang dihadapi dan dijawab dalam pengembangan pelayanan
Sekretariat Daerah, meliputi:

1. Ketidakterbukaan perangkat daerah dalam menyediakan data dan
informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pembangunan
daerah;

2. Tingginya ego sektoral antar Perangkat Daerah dalam wupaya
peningkatan pelayanan;

3. Karakter masyarakat yang acuh terhadap pelaksanaan kebijakan
pembangunan,;

4. Sektor perbankan yang belum mampu menjamin alokasi dana yang
memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan
terutama disektor riil dan UKM.

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang
dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah:

1. Peraturan perundang-udangan yang mendukung pelaksanaan tugas;

2. Keterbukaan perangkat daerah dalam menyediakan data dan informasi
yang dibutuhkan dalam pengembangan pembangunan daerah;

3. Berkembangnya sarana teknologi informasi memberikan peluang dalam
promosi potensi dan produk unggulan daerah; dan

4. Tersediaya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian
informasi yang cepat dan tepat.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang secara eksternal yang
diuraikan di atas sekretariat Daerah didukung oleh sumber daya manusia
yang baik yang ditempatkan pada posisi jabatan yang tepat sehingga
tugas-tugas pokok di Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik.
Adapun tugas dan fungsi OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.10_45
Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Maka susunan Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:



a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Hukum; dan
4. Bagian Kerja Sama.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1. Bagian Perekonomian;
2. Bagian Administrasi Pembangunan;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
4. Bagian Sumber Daya Alam.
d. Asisten Administrasi Umum Bagian Umum,;
Bagian Umum
Bagian Organisasi;

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan

> L b=

Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.10_45 Tahun
2019 dijabarkan sebagai berikut :
1. Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekretaris Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:
Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

a.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat Daerah;

o

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

e

Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipili Negara pada
instansi Daerah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.



2. Asisten Pemerintahan dan Kesra

Adapun tugas dari Asisten Pemrintahan dan Kesra yakani:
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di
bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama. Sementara yang menjadi
fungsinya yakni:

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum
dan kerja sama;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
kesra; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang
berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan kesra ini membawahi empat bagian
dan yang masing-masing juga membawahi tiga sub bagian sebagai
berikut:

1. Bagian Tata Pemerintahan

Adapun Tugas dari Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan
penyiapan  perumusan  kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi



pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

Sementara fungsunya sebagai Berikut:

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerah;

Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan
dan otonomi daerah;

Penyiapan bahan  pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan

Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pada Bagian Tata Pemerintahan ini terdapat tiga Sub

Bagian yang membantu Kepala Bagian dalam menjalankan

tugasnya sebagai berikut:

1.

Subbagian Administrasi Pemerintahan

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Administrasi Pemerintahan Sebagai Berikut:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
administrasi pemerintahan;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang
administrasi pemerintahan;

c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat;

d. memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; dan



e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi
pemerintahan.

f.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Administrasi Kewilayahan
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Administrasi Kewilayahan Sebagai Berikut:

a. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan,
penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah
kecamatan dan/atau kelurahan;

b. Melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah,
kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau
pemindahan ibukota kecamatan;

c. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;

d. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;

e. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian
kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;

f.  menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan.

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Otonomi Daerah
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Otonomi

Daerah Sebagai Berikut:

a. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD);

b. Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (ILPPD);

c. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;



d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;
e. memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;
f.  menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ)
Kepala Daerah;
g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan
pelaksanaan Pemilihan Umum;
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi
pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang otonomi daerah.
j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Adapun yang menjadi Tugas Bagian Kesejahteraan yakni
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara fungsinya Sebagai Berikut:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang keagamaan, kesejahteraan social dan kesejahteraan
masyarakat;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan  kebijakan di bidang keagamaan,

kesejahteraan social dan kesejahteraan masyarakat; dan



d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pada Bagian Kesra ini terdapat tiga Sub Bagian yang
membantu Kepala Bagian dalam menjalankan tugasnya sebagai
berikut:

1. Subbagian Bina Mental Spiritual

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Bina

Mental Spiritual Sebagai Berikut:

a. Menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan  yang
berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di
bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di
bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

f.  menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan
perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan
kerukunan keagamaan;

g. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman
pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat
beragama;

h. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja
sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat
beragama;

i.  menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan

serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan



program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar
lembaga keagamaan;

j-  melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-
rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan
serta kerja sama antar lembaga keagamaan;

k. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama
antar lembaga keagamaan;

l.  memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah
antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegaiatan forum
kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan
hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

n. melakukan koordinasi kerjasama sosial kemasyarakatan
dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan
kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

o. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan
umat beragama dan aliran kepercayaan;

p. menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan
evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan
keagamaan.

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Kesra sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Kesejahteraan Sosial
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Kesejahteraan Sosial Sebagai Berikut:

a. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi,
kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan  pemerintah daerah di  bidang sosial,

transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,



perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian pendudukdan keluarga
berencana;

d. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

e. Menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program
transmigrasi kepada masyarakat;

f.  Menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan
transmigrasi;

g. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta
fasilitasi perpindahan transmigrasi;

h. melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigran;

i. melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon
transmigran dari daerah asal ke transito Kabupaten,
Provinsi dan lokasi transmigrasi;

j- menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan
sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok
masyarakat dan individu atau keluarga; dan

k. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan hibah dan bantuan social kepada
Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan
individu atau keluarga.

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Kesra sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Berikut:



a. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga,
dan bidang pariwisata;

b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan
olahraga, dan bidang pariwisata;

c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata; dan

d. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kemasyarakatan
lainnya.

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Kesra sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bagian Hukum

Adapun yang menjadi tugas utama dari Bagian Hukum yakni
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan
dokumentasi dan informasi. Seentara yang Fungsinya sebagai
berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hokum serta dokumentasi dan
informasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan  tugas
Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan

hokum serta dokumentasi dan informasi;



d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum  serta
dokumentasi dan informasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pada Bagian Hukum ini terdapat tiga Sub Bagian yang
membantu Kepala Bagian dalam menjalankan tugasnya sebagai
berikut:

1. Subbagian Perundang-Undangan

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Perundang - undangan Sebagai Berikut:

a. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;

b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum
daerah;

c. menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses
penetapan Peraturan Daerah;

d. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum
daerah

e. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum

Daerah.

f. Menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan
autentifikasi produk hukum daerah

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
produk hukum daerah

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Hukum sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Bantuan Hukum

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Bantuan

Hukum Sebagai Berikut:

a. Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum

dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi



unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di
dalam maupun di luar pengadilan,;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam
penanganan perkara hukum,;

melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);

menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal
opinion); dan

melaksanakan mevaluasi dan pelaporan terhadap hasil
penanganan perkara sengketa hukum.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Hukum sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Dokumentasi dan Informasi Sebagai Berikut:

a.

Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum
daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai
bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum;

memberikan pelayanan administrasi informasi produk
hukum;

melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi
produk hukum daerah maupun peraturan perundang-
undangan lainnya; dan

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi
dan informasi produk hukum daerah.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Hukum sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bagian Kerja Sama

Adapun tugas pokok dari Bagian Kerja Sama yakni

Melaksanakan  penyiapan  perumusan  kebijakan  daerah,

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian



pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan

administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi

kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama. Sementara

fungsinya sebagai berikut:

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi
kerjasama;

Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan
evaluasi kerjasama,;

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar
negeri dan evaluasi kerjasama;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama
luar negeri dan evaluasi kerjasama

Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di
bidang kerjasama; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pada Bagian Kerja sama ini terdapat tiga Sub Bagian yang

membantu Kepala Bagian dalam menjalankan tugasnya sebagai

berikut:

1.

Subbagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Fasilitasi

Kerjasama Dalam Negeri Sebagai Berikut:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di
bidang kerja sama dalam negeri;

b. melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam
negeri;

c. melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil

kerja sama daerah dalam negeri;



melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah
Daerah

melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama
daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
di lingkungan pemerintah kabupaten/kota; dan
melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja
sama daerah dalam negeri.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Fasilitasi

Kerja Sama Luar Negeri Sebagai Berikut:

a.

Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di
bidang kerja sama luar negeri;

Melaksanakan pengolahan data kerja sama luar negeri;
Melakukan pengendalian dan perumusan data hasil kerja
sama daerah luar negeri;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama
daerah luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
di lingkungan pemerintah kabupaten/kota; dan
Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan
kerja sama daerah luar negeri.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Evaluasi Kerja Sama

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Evaluasi

Kerja Sama sebagai Berikut:

a.

Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di
bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama luar negeri
dan dalam negeri;

melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah
dalam dan luar negeri; dan

melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja

sama daerah dalam dan luar negeri.



d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.

2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Adapun Tugas pokok Asisten Perekonomian dan Pembangunan
yaitu membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber
daya alam. Sementara yang menjadai fungsinya sebagai berikut:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam;

c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan
jasa;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengadaan barang dan jasa;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
dan

f. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten perokonomian ini membawahi empat bagian dan yang
masing-masing juga membawahi tiga sub bagian sebagai berikut:

1. Bagian Perekonomian

Adapun tugas pokok Bagian Perekonomian ini yakni
Melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di



bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi

perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro

kecil. Sementara fungsinya sebagai Berikut:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian
dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan
dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak di inginkan, dan factor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi
mikro kecil; dan

d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pada Bagian Perekonomian ini terdapat tiga Sub Bagian
yang membantu Kepala Bagian dalam menjalankan tugasnya
sebagai berikut:

1. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Pembinaan BUMD Dan BLUD sebagai Berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis
pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah;

b. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha

Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;



Melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum
Daerah; dan

Melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Perekonomian sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sebagai Berikut:

a.

Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;

Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan  kegiatan  pengendalian dan distribusi
perekonomian;

Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan pengendalian dan distribusi
perekonomian;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di
bidang pengendalian dan distribusi perekonomian; dan
Memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan
distribusi perekonomian.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Perekonomian sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil sebagai

Berikut:

a.

Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang

perencanaan dan pengawasan ekonomi mmikro kecil;



c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil,

d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil,

e. melaksanakan pemantauan mdan evaluasi serta
pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil; dan

f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil.

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perekonomian sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bagian Administrasi Pembangunan

Adapun tugas pokok Bagian Administrasi Pembangunan ini
yakni melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang penyusunan program, pengendalian program  dan
evaluasi dan pelaporan. Sementara yang menjadi fungsinya sebagai
berikut:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program
dan evaluasi dan pelaporan;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak di inginkan, dan factor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan

pelaporan; dan



d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pada Bagian Administrasi Pembangunan ini terdapat tiga

Sub Bagian yang membantu Kepala Bagian dalam menjalankan

tugasnya sebagai berikut:

1. Subbagian Penyusunan Program

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Penyusunan Program sebagai berikut:

a. menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan
penyusunan program pembangunan daerah;

b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan
program pembangunan daerah;

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;

d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam
rangka penyusunan sinergitas program pembangunan
daerah;

e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka
penyusunan program pembangunan daerah;

f. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam
rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko
dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran
program pembangunan daerah; dan

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
pembangunan daerah

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan sesuai tugas dan

fungsinya.



2. Subbagian Pengendalian Program
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Pengendalian Program sebagai berikut:

a. Menyusun rencana Kkegiatan pengendalian program
pembangunan,;

b. Menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan
yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan
daerah;

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian
program pembangunan daerah;

d. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam
rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat
pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah
maupun swasta;

e. Mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh
lembaga pemerintah maupun swasta; dan

f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka
pengendalian pelaksanaan program pembangunan.

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan sesuai tugas dan
fungsinya.

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Evaluasi
dan Pelaporan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana monitoring dan pelaporan program
pembangunan daerah;

b. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan
program pembangunan daerah;

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

pembangunan daerah;



d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
pembangunan daerah;

e. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti
hasil temuan monitoring dan evaluasi program
pembangunan daerah;

f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan
program pembangunan daerah; dan

g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan
perumusan kebijakan program pembangunan daerah.

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan sesuai tugas dan
fungsinya.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Adapun tugas utama dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
ini adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa. Sementara yang jadi
fungsinya sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,pembinaan
dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang



dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini terdapat tiga

Sub Bagian yang membantu Kepala Bagian dalam menjalankan

tugasnya sebagai berikut:

1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Barang
dan Jasa sebagai berikut:

a. Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

b. Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;

c. Menyusun strategi pengadaan barang/jasa;

d. Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta
dokumen pendukung lainnya dan informasi yang
dibutuhkan;

e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;

g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah.

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai tugas dan
fungsinya.

2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai

berikut:



Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi
pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna system
pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik;

Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi
pengguna  seluruh sistem  informasi  pengadaan
barang/jasa;

Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan
sistem informasi;

Melaksanakan pengembangan sistem informasi yang
dibutuhkan oleh UKPBJ;

melaksanakan pelayanan informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
mengelola informasi kontrak; dan

mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil
pengadaan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai tugas dan

fungsinya.

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Jasa

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagai

berikut:

a.

Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan
barang/jasa pemerintah, terutama  para Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
Melaksanakan pengelolaan manajemen  pengetahuan
pengadaan barang/jasa;

Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat
kematanganUKPBJ;

melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;



f. mengelola personil UKPBJ;

g. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel
UKPBJ;

h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan
secara elektronik;

i. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja
pengadaan barang/jasa pemerintah;

j- melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di
lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;

k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-
katalog, e-monev, SIKaP; dan

l. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak
melalui mediasi.

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai tugas dan
fungsinya.

4. Bagian Sumber Daya Alam

Adapun tugas pokok Bagian Sumber Daya Alam adalah
Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan
hidup, dan sumber daya alam energi dan air. Sementara fungsinya
sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian,



kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam
energi dan air;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya
alam energi dan air; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yangdiberikan oleh asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.

Pada Bagian Sumber Daya Alam ini terdapat tiga Sub Bagian
yang membantu Kepala Bagian dalam menjalankan tugasnya

sebagai berikut:

1. Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan
dan Perikanan
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Sumber
Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
sebagai berikut:
a. Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber
daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber
daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan;
d. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan sumber daya alam pertanian,

kehutanan, kelautan dan perikanan;



€.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di
bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan; dan

Memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Sumber Daya Alam sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan

Hidup

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Sumber

Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup sebagai

berikut:

a.

Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber
daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;

Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber
daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan sumber daya alam pertambangan
dan lingkungan hidup;

menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan sumber daya alam pertambangan
dan lingkungan hidup;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di
bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan
hidup; dan

memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Sumber Daya Alam sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Sumber

Daya Alam Energi dan Air sebagai berikut:

a.

Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber

daya alam energi dan air;



b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber
daya alam energi dan air;

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan sumber daya alam energi dan air;

d. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan sumber daya alam energi dan air;

e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di
bidang sumber daya alam energi dan air; dan

f. memfasilitasi dan pembinaan dibilang sumber daya alam
energi dan air.

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Sumber Daya Alam sesuai tugas dan fungsinya.

3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Adapun tugas pokok Asisten Administrasi Umum Membantu

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan

kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan

perencanaan dan keuangan. Sementara yang menjadi fungsinya

sebagai berikut:

a.
b.

Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
Pengoordinasian mpelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
organisasi;

Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang organisasi;

Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada

instansi daerah; dan



g. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi umum ini membawahi empat bagian dan
yang masing-masing juga membawahi tiga sub bagian sebagai
berikut:

1. BAGIAN UMUM

Adapun tugas pokok dari Bagian Adminitrasi Umum adalah
Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan
pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf
ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
Sementara fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga; dan

c. Pelaksaaan mfungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pada Bagian Adminitrasi Umum ini terdapat tiga Sub Bagian
yang membantu Kepala Bagian dalam menjalankan tugasnya

sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Tata

Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang
meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan,
kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,
Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;

b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi

kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian



Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan
rapat-rapat dinas; dan

Melaksanakan pengelolaan kearsipan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Umum sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Perlengkapan

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Perlengkapan sebagai berikut:

a.

Melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan
sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di
lingkup Sekretariat daerah;

melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah;
melaksanakan  kebijakan  pengelolaan, penggunaan,
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala
Daerah dan Wakil serta Sekretariat daerah serta kendaraan
dinas operasional dan sewa kendaraan;

melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana,
menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas
Kepala Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas Sekretariat
daerah; dan

melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serta Sekretariat daerah.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Umum sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Rumah Tangga

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Rumah

Tangga sebagai berikut:

a. melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah;

b. Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan

dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu

Pemerintah Daerah dan rapat-rapat.



c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Umum sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bagian Organisasi

Adapaun tugas pokok dari Bagaian Organisasi adalah
melaksanakan  penyiapan  perumusan = kebijakan  daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan  dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja
dan reformasi birokrasi. Sementara fungsinya sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan public dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
public dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis
Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja
dan Reformasi Birokrasi;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrasi; dan

e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pada Bagian Organisasi ini terdapat tiga Sub Bagian yang
membantu Kepala Bagian dalam menjalankan tugasnya sebagai

berikut:

1. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagai berikut:



a. Menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK);

b. Menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi
jabatan organisasi Perangkat Daerah;

c. Menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
dan unit pelaksana teknis daerah;

d. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);

e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan
evaluasi jabatan;

f. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan
organisasi Perangkat Daerah; dan

g. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah.

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jabatan sebagai berikut:

a. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas,
jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola
hubungan kerja;

b. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di
bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit
kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah;

c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan
Standar Pelayanan Publik ;

d. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing
Perangkat Daerah;

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan
publik; dan

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan

publik.



g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Organsisi sesuai tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jabatan sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja
dan Reformasi Birokrasi;

b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kabupaten;

c. menyusun road map reformasi birokrasi;
melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Adapun tugas pokok Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Sementara
fungsinya sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan,
dan dokumentasi;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi; dan

d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Umum yang berkaitan dengan tugasnya.



tiga

Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ini terdapat

Sub Bagian yang membantu Kepala Bagian dalam

menjalankan tugasnya sebagai berikut:

1. Subbagian Protokol

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Protokol

sebagai berikut:

a.

Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan
tamu pemerintah daerah;

Menyiapkan bahan  koordinasi dan/atau fasilitasi
keprotokolan;

Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
dan

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Protokol sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Komunikasi Pimpinan

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Komunikasi Pimpinan sebagai berikut:

a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait

pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;

memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang
penyampaian informasi tertentu;

memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak
terkaitsesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan
pimpinan;

menghimpun dan mengolah informasi yang yang bersifat
penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;

menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;



g. menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Protokol sesuai tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Dokumentasi Pimpinan
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian
Dokumentasi Pimpinan sebagai berikut:
a. mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;
b. menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah; dan
c. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala
Daerah dan wakil kepala daerah.
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Sumber Daya Alam sesuai tugas dan fungsinya.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
Adapun tugas pokok Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Sementara fungsi

utamanya sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

b. penyiapan bahan  pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan
pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan
dan pelaporan; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Umum yang berkaitan dengan tugasnya.



Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan ini terdapat tiga
Sub Bagian yang membantu Kepala Bagian dalam menjalankan
tugasnya sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian

Perencanaan sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat
daerah yang meliputi penyusunan rencana strategis
(Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja
Anggaran (RKA);

b. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanakaan asistensi dan
verifikasi RKA, DPA, DPPA Perangkat Daerah;

c. Menyusun perjanjian kinerja Sekretariat daerah.

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai tugas dan
fungsinya.

2. Subbagian Keuangan

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Keuangan

sebagai berikut:

a. melaksanakan penatausahaan keuangan  Sekretariat
daerah;

b. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada
Sekretariat daerah;

c. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan
dan anggaran di lingkungan Sekretariat daerah;

d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di
lingkungan Sekretariat daerah;

e. Melaksanakan sistem pengendalian intern.

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai tugas dan

fungsinya.



3. Subbagian Pelaporan

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Subbagian Pelaporan

sebagai berikut:

a. Menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Sekretariat daerah;

b. menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat
daerah;

c. menyusun bahan laporan SPIP;

d. menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat daerah.

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai tugas dan

fungsinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan tahunan pemerintah daerah, yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta mengacu
pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Dokumen RKPD secara umum
mempunyai kedudukan yang strategis yang menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan. RKPD memuat kebijakan umum daerah,
rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program dan kegiatan dari
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Dokumen RKPD
yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian
dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).

Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan memiliki tugas
membantu Bupati dalam hal penyusunan kebijakan, pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan
pelayanan adminitratif. Tugas tersebut mencakup antara lain:
pemerintahan, administrasi, organisasi, pembangunan, perekonomian,
sosial, kehumasan, hukum, trantiblinmas, kesejahtraan rakyat, dan

infrakstruktur serta memberikan pelayanan adminitrasi kepada seluruh



jajaran OPD Sekretariat Daerah harus menyusun rencana kerja agar
peran Sekretariat Daerah sebagai pusat koordinasi perumusan kebijakan
pemerintah daerah dan penyelenggaraan administrasi pemerintah dapat
terlaksana dengan baik.

Review terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan antara
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar
rencana kerja yang dirumuskan sesai dengan kebutuhan dan sesuai
dengan kondisi rill serta menghindari adanya program dan kegiatan yang
tidak diperlukan

Dari sisi anggaran memang ada perbedaan antara pagu indikatif
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan pagu pada dokumen
renstra Sekretariat daerah dan jika dibandingkan lebih besar pagu pada
renstra dari pada pagu indikatif. Walaupun demikian terjadi perbedaan
pagu yang ada namun semua kegiatan yang diusulkan mendapat pagu
anggaran juga. Dari sisi program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ada
perubahan dari rencana strategis sampai dengan rencana awal renja
Sekretariat Daerah sehingga seluruh renja yang diajukan oleh Sekretariat
Derah dapat difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Nias Selatan, yang
dapat dilihat pada table T-C. 31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan wusulan pemangku kepentingan sebagaimana
ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan
sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem
perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas
demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah
kabupaten/kota berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota
yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya
dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan



mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam
Renja Perangkat Daerah.

Mengingat peranan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan yang
mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah
tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan
Sekretariat Daerah  adalah  mengkoordinasikan  usulan-usulan
masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah melalui instansi teknis

yang dapat dilihat pada tabel T-C. 32.



BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana kebijakan Otonomi
Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta
bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menyerahkan
urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi
daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya,
daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia,
dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam
mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, telah disebutkan
bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada
mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas
baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas
proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan
yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan
terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang
lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan yang dilaksanakan

sebagai berikut:

a. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui
penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data



dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan
kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

b. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui mekanisme
yang berlaku dan penganggaran yang berbasis kinerja;

c. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai
masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan
penyelesaian permasalahan pembangunan;

d. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;

f. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan
dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan
pegawai.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)

0w

h. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik (PN 7)

Dukungan OPD terhadap prioritas Nasional sebagiman di poin PN. 4
dan PN.7, didalam program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun
anggaran 2025 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan
Rakyat, Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan. Dalam rencana kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana
kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan
anggaran serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk
mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada rencana strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, maka selanjutnya dirumuskan

pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu



strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi

pada tabel di bawah ini.

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias Selatan

Target
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Tahun | Program
2025 Pendukung
Terwujudnya Meningkatnya Indeks Reformasi PROGRAM
Birokrasi dan tata kualitas pelayanan [Birokrasi PENUNJANG
kelola publik dan tata URUSAN
pemerintahan kelola pemerintahan B PEMERINTAHAN
yang bersih dan DAERAH
baik KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepuasan .
Masyarakat Baik
Nilai SAKIP B
Nilai LPPD Kabupaten
Nias Selatan 2744
Persentase rumah
tangga yang 93 .48%
menggunakan listrik ’
PLN

3.3 Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran kinerja pada Rencana Kerja Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 berpedoman dari
uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah ini yang telah
dijabarkan dalam 2 (dua) peraturan Bupati, yaitu: Peraturan Bupati Nias
Selatan Nomor 01.10_45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias Selatan merencanakan program dan kegiatan sebagai
bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Secara singkat program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut
dan lebih rinci dapat dilihat pada table T-C 33:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Program ini terbagi dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari:
» Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

» Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

YV V VYV V

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Y

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
» Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
» Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
» Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
» Penataan Organisasi
» Pelaksanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat. Program ini
terbagi dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari:
» Administrasi Tata Pemerintahan
» Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
» Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
» Fasilitasi Kerjasama Daerah
3. Program Perekonomian dan Pembangunan. Program ini terbagi dalam
beberapa kegiatan yang terdiri dari:
» Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
» Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
» Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

» Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan hasil analisa beberapa data pada bab sebelumnya maka
dapat disusun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2025 yang dapat
dilihat pada table berikut ini:



BABV
PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan. Renja OPD merupakan sebuah
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan
program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah
pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam
sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk
perencanaan pada unit organisasi yang berhubungan langsung dengan
pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan

pemerintahan daerah tahun anggaran 2025

Teluk Dalam, 29 Juli 2024
Sekretaris Daerah

Kabupaten Nias Selatan

Ir. IKHTIAR DUHA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. NIAS SELATAN

TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAM / T:KRHG|ET REALISASI PEI:I;EQQN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SEKRETARIAT DAERAH 33.311.454.293,49 33.311.454.293,49
4 UNSUR PENDUKUNG 33.311.454.293,49 33.311.454.293,49
URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 33.311.454.293,49 33.311.454.293,49
1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG Cakupan pelayanan 100 Persen 100 Persen 21.113.198.846,49 100 Persen 21.113.198.846,49
URUSAN PEMERINTAHAN [ administrasi kepegawaian, | 100 PPerse 100 PPersen 100 PPerse
DAERAH keuangan dan pengelolaan | nersen ersen nersen
KABUPATEN/KOTA barang milik daerah yang 2944 Nilai/ 2744 Nilai/ 2944 Nilai/
akuntabel dan transparan Predikat Predikat Predikat
Cakupan pelayanan
administrasi kepegawaian,
keuangan dan pengelolaan
barang milik daerah yang
akuntabel dan transparan
Nilai LPPD
4.01.01.2.01 Perencanaan, - 52.536.415,00 - Peningkata - 52.536.415,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Penganggaran, dan Evaluasi | Persentase dokumen 100 % n Tata
Kinerja Perangkat Daerah perencanaan, penganggaran 100 Persen Kelola Pem
dan evaluasi kinerja yang erintahan
tersusun dengan baik yang
Persentase dokumen Berkualitas
perencanaan, penganggaran dan Inovatif
dan evaluasi kinerja yang Penguatan
tersusun dengan baik kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan
4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 3 Dokumen 7.512.900,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 7.512.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan Perangkat Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

4.01.01.2.01.0002

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

2 Dokumen

7.512.900,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

7.512.900,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.01.0003

Koordinasi dan Penyusunan D

okumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

2 Dokumen

7.500.263,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

7.500.263,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.01.0004

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

2 Dokumen

7.506.827,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

7.506.827,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.01.0005

Koordinasi dan Penyusunan P

erubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

2 Dokumen

7.501.352,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

7.501.352,00

SEKRETARIAT DAERAH




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

5

6

10

11

12

13

14

15

16

17

4.01.01.2.01.0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikht

isar Realisasi Ki

nerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

2 Laporan

7.499.306,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

7.499.306,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

2 Laporan

7.502.867,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

7.502.867,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase penyelenggaraan
administrasi keuangan
perangkat daerah
Persentase penyelenggaraan
administrasi keuangan
perangkat daerah

100 %
100 Persen

1.570.883.075,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.570.883.075,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

12
Orang/bulan

1.555.845.605,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.555.845.605,00

SEKRETARIAT DAERAH




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2026

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

10

11

12

13

14

15 16

17

4.01.01.2.02.0005

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan

7.488.600,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

7.488.600,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.02.0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD

12 Laporan

7.548.870,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

7.548.870,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.03

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

Persentase penyediaan
sarana penunjang urusan
pemerintah daerah
Persentasi penyediaan
sarana penunjang urusan
pemerintah daerah

100 %
100 Persen

242.060.430,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

242.060.430,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.03.0002

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

1 Dokumen

201.985.715,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

201.985.715,00

SEKRETARIAT DAERAH




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

10

11

12

13

14

15

16

17

4.01.01.2.03.0006

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

1 Laporan

40.074.715,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

40.074.715,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase penyelenggaran
administrasi kepegawaian
PD

Persentase penyelenggaran
administrasi kepegawaian
PD

100 %
100 Persen

381.018.650,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

381.018.650,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

1 Paket

331.018.650,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

331.018.650,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.05.0011

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

10 Orang

50.000.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

50.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.01.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persentase penyelenggaraan
administrasi umum PD
Persentase penyelenggaraan
administrasi umum PD

100 %
100 Persen

9.796.927.102,49

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

9.796.927.102,49

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

1 Paket

215.856.927,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

215.856.927,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1 Paket

622.967.879,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

622.967.879,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.06.0003

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan

1 Paket

121.184.098,49

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

121.184.098,49

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.06.0004

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

1 Paket

1.621.324.763,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.621.324.763,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

1 Paket

1.031.843.435,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.031.843.435,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.06.0008

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

1 Laporan

1.305.950.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.305.950.000,00

SEKRETARIAT DAERAH
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4.01.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1 Laporan

4.877.800.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

4.877.800.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Persentase penyediaan
sarana penunjang urusan
pemerintah daerah
Persentase penyediaan
sarana penunjang urusan
pemerintah daerah

100 %
100 Persen

1.110.000.000,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.110.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.07.0001

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan

1 Unit

1.110.000.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.110.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Persentase penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah

100 %
100 Persen

3.083.796.000,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

3.083.796.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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9
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Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

100 Laporan

87.000.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

87.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

12 Laporan

102.240.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

102.240.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.08.0003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

12 Laporan

313.356.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

313.356.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

12 Laporan

2.581.200.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

2.581.200.000,00

SEKRETARIAT DAERAH
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4.01.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase BMD penunjang
urusan pemerintahan daerah
yang terpelihara dengan baik
Persentase BMD penunjang
urusan pemerintahan daerah
yang terpelihara dengan baik

100 %
100 Persen

1.664.281.093,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.664.281.093,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan P

erorangan Dinas atau Kendaraan Di

nas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

60 Unit

1.452.923.093,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.452.923.093,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain

nya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

3 Unit

211.358.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

211.358.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.11

Administrasi Keuangan dan
Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Persentase penyediaan
operasional KDH dan WKDH
Persentase penyediaan
operasional KDH dan WKDH

100 %
100 Persen

180.000.000,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

180.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.11.0003

Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

9

10
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Jumlah Orang yang
Mengikuti Medical Check Up
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

2 Orang

180.000.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

180.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.12

Fasilitasi Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

Persentase penyediaan
fasilitas rumah tangga
perangkat daerah
Persentase penyediaan
fasilitas rumah tangga
perangkat daerah

100 %
100 Persen

2.160.000.000,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

2.160.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.12.0001

Penyediaan Kebutuhan Rumah

Tangga Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
Daerah yang Disediakan

12 Paket

1.440.000.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.440.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.12.0002

Penyediaan Kebutuhan Rumah

Tangga Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil Kepala
Daerah yang Disediakan

12 Paket

720.000.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

720.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH
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4.01.01.2.13

Penataan Organisasi

Persentase Penataan
Organisasi Daerah
Persentase Penataan
Organisasi Daerah

100 %
100 Persen

401.114.777,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

401.114.777,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.13.0001

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen
Pengelolaan Kelembagaan
dan Analisis Jabatan

30 Dokumen

112.987.500,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,

Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

112.987.500,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.13.0002

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pelayanan Publik
dan Tata Laksana

15 Laporan

36.752.448,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,

Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

36.752.448,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.13.0003

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

30 Dokumen

56.970.466,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,

Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

56.970.466,00

SEKRETARIAT DAERAH
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4.01.01.2.13.0004

Monitoring, Evaluasi dan Peng

endalian Kualitas Pelayanan Pu

blik dan Tata Laksana

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan Publik
dan Tata Laksana

30 Dokumen

91.006.990,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

91.006.990,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.13.0005

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daer

Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah

128
Dokumen

103.397.373,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

103.397.373,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.14

Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Persentase keprotokolan
daerah yang terselenggara
dengan baik

Persentase keprotokolan
daerah yang terselenggara
dengan baik

100 %
100 Persen

470.581.304,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

470.581.304,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.14.0001

Fasilitasi Keprotokolan

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Keprotokolan

190 Laporan

145.025.963,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

145.025.963,00

SEKRETARIAT DAERAH




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / T,QKRI—?IIFEQT REALISASI Pﬁiﬁﬁﬁﬁl\l CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 75.560.754,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 75.560.754,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Komunikasi Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Pimpinan Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan
4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Jumlah Laporan 190 Laporan 249.994.587,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 249.994.587,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Pendokumentasian Tugas Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Pimpinan Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan
2. 4.01.02 PROGRAM 100 Persen 9.602.588.732,00 100 Persen 9.602.588.732,00
PEMERINTAHAN DAN Persentase administrasi 100 Persen 100.00 100 Persen
KESEJAHTERAAN pemerintahan yang tertata | 100 Persen Persen 100 Persen
RAKYAT dengan baik 100.00 Pers 100 Persen 100.00 Pers
Persentase administrasi en 100 Persen en
pemerintahan dan 90.00 Perse 80.00 90.00 Perse
kesejahteraan rakyat yang | n Persen n
tertata dengan baik 100 Persen 100 Persen
Persentase administrasi
pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat yang
tertata dengan baik
Persentase Perangkat
Daerah yang memiliki Nilai
Evaluasi AKIP oleh
Inspektorat Daerah
minimal "B”
4.01.02.2.01 Administrasi Tata - 425.438.967,00 Revolusi Peningkata - 425.438.967,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Pemerintahan Persentase penyelenggaran 100 % Mental dan | n Tata
administrasi tata 100 Persen Pembangu | Kelola Pem
pemerintahan yang 100 Persen nan Kebud | erintahan
terlaksana dengan baik ayaan yang
Persentase penyelenggaran Berkualitas
administrasi tata dan Inovatif
pemerintahan yang Penguatan
terlaksana dengan baik kelembaga
Persentase penyelenggaran an yang
administrasi tata akuntabel,
pemerintahan yang efektif,
terlaksana dengan baik efisien dan
transparan




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

4.01.02.2.01.0001

Penataan Administrasi Pemeri

ntahan

Jumlah Dokumen Hasil
Penataan Administrasi
Pemerintahan

4 Dokumen

210.475.496,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Revolusi
Mental dan
Pembangu
nan Kebud
ayaan

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

210.475.496,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.02.2.01.0002

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan

12 Dokumen

109.889.090,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Revolusi
Mental dan
Pembangu
nan Kebud
ayaan

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

109.889.090,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.02.2.01.0003

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah

2 Dokumen

105.074.381,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Revolusi
Mental dan
Pembangu
nan Kebud
ayaan

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

105.074.381,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.02.2.02

Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

Persentase kebijakan
kesejahteraan rakyat yang
terlaksana dengan baik
Persentase kebijakan
kesejahteraan rakyat yang
terlaksana dengan baik

100 %
100 Persen

8.474.366.886,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

8.474.366.886,00

SEKRETARIAT DAERAH




TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN e bl SN AL
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 140.461.170,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 140.461.170,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pengelolaan Bina Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Mental Spiritual Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan
4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 2.148.359.488,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 2.148.359.488,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Kebijakan, Evaluasi, dan Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Capaian Kinerja Terkait Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
Kesejahteraan Sosial yang Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
Meliputi Urusan Sosial, yang
Transmigrasi, Kesehatan, Berkualitas
Pemberdayaan Perempuan dan Inovatif
dan Perlindungan Anak, Penguatan
Administrasi Kependudukan kelembaga
Dan Pencatatan Sipil, an yang
Pemberdayaan Masyarakat akuntabel,
dan Desa, Pengendalian efektif,
Penduduk dan KB efisien dan
transparan
4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 6.185.546.228,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 6.185.546.228,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Kebijakan, Evaluasi, dan Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Capaian Kinerja Terkait Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
Kesejahteraan Masyarakat Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
yang Meliputi Urusan yang
Kepemudaan dan Olahraga, Berkualitas
Pariwisata, Pendidikan, dan Inovatif
Kebudayaan, Perpustakaan, Penguatan
Kearsipan, Trantibum Linmas kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi 443.752.128,00 - Peningkata 443.752.128,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Hukum Persentase penyelenggaraan 90 % n Tata
dan fasilitasi hukum daerah 90 Persen Kelola Pem
Persentase penyelenggaraan erintahan
dan fasilitasi hukum daerah yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

4.01.02.2.03.0001

Fasilitasi Penyusunan Produk

Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum
Daerah yang Disusun

20 Dokumen

102.322.168,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

102.322.168,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.02.2.03.0002

Fasilitasi Bantuan Hukum

Jumlah Kasus yang
Mendapatkan Fasilitasi
Bantuan Hukum

20 Kasus

284.229.209,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

284.229.209,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.02.2.03.0003

Pendokumentasian Produk Hukum dan

Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi
Hukum yang Didokumentasi

20 Dokumen

57.200.751,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

57.200.751,00

SEKRETARIAT DAERAH




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.01.02.2.04

Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Persentase kerja sama
daerah yang difasilitasi
dengan baik
Persentase kerja sama
daerah yang difasilitasi
dengan baik

95 %
95 Persen

259.030.751,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

259.030.751,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.02.2.04.0001

Fasilitasi Kerja Sama Dalam N

egeri

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Kerja Sama Dalam
Negeri

3 Dokumen

85.555.188,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

85.555.188,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.02.2.04.0002

Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Kerja Sama Luar
Negeri

110
Dokumen

50.067.192,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

50.067.192,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.02.2.04.0003

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Kerja
Sama

2 Laporan

123.408.371,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

123.408.371,00

SEKRETARIAT DAERAH




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / TAAKRHGIIFEQT REALISASI Pﬁiﬁﬁﬁﬁl\l CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3. 4.01.03 PROGRAM 100 Persen 2.595.666.715,00 100 Persen 2.595.666.715,00
PEREKONOMIAN DAN Persentase terlaksananya 100 Persen 100.00 100 Persen
PEMBANGUNAN siklus koordinasi bidang 100 Persen Persen 100 Persen
perekonomian dan 100 Persen 100 Persen 100 Persen
evaluasi BUMD/ekonomi
mikro kecil
Persentase pelaksanaan
pengendalian ekonomi
mikro kecil dan pengadaan
barang dan jasa yang
terlaksana dengan baik
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan - 235.139.657,00 - Peningkata - 235.139.657,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Perekonomian Persentase kebijakan 96 % n Tata
perekonomian yang 96 Persen Kelola Pem
terlaksana dengan baik erintahan
Persentase kebijakan yang
perekonomian yang Berkualitas
terlaksana dengan baik dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 19.663.578,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 19.663.578,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Monitoring dan Evaluasi Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
Kebijakan Pengelolaan Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
BUMD dan BLUD yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 96.383.932,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 96.383.932,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian dan Distribusi Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Perekonomian Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

4.01.03.2.01.0003

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2025

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Dokumen Hasil
Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil

4 Dokumen

119.092.147,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

119.092.147,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.03.2.02

Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan

Persentase administrasi
pembangunan yang
terlaksana dengan baik
Persentase administrasi
pembangunan yang
terlaksana dengan baik

100 %
100 Persen

299.911.564,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

299.911.564,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.03.2.02.0001

Fasilitasi Penyusunan Program

Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Penyusunan
Program Pembangunan
Daerah

2 Dokumen

99.997.667,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

99.997.667,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.03.2.02.0002

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian dan Evaluasi
Program Pembangunan

12 Laporan

99.920.372,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

99.920.372,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.03.2.02.0003

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
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PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan

12 Laporan

99.993.525,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

99.993.525,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.03.2.03

Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

Persentase pengadaan
barang dan jasa yang
terlaksana dengan baik
Persentase pengadaan
barang dan jasa yang
terlaksana dengan baik

100 %
100 Persen

1.819.514.282,00

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.819.514.282,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.03.2.03.0001

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

140
Dokumen

1.085.618.282,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

1.085.618.282,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.03.2.03.0002

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah Dokumen Hasil
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik

40 Dokumen

366.948.000,00

Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Peningkata
n Tata
Kelola Pem
erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

366.948.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.03.2.03.0003

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / T:El_(ﬁET REALISASI PIé;:I;f&QN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang 10 Orang 366.948.000,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 366.948.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Mengikuti Pembinaan dan Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Advokasi Pengadaan Barang Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
dan Jasa Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan - 241.101.212,00 - Peningkata 241.101.212,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Sumber Daya Alam Persentase terpantaunya 100 % n Tata
kebijakan sumber daya alam 100 Persen Kelola Pem
Persentase terpantaunya erintahan
kebijakan sumber daya alam yang
Berkualitas
dan Inovatif
Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan
4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 40.993.083,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 40.993.083,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Evaluasi Kebijakan Urusan Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
Pertanian, Pangan, Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
Kehutanan, Kelautan dan yang
Perikanan, Perdagangan, Berkualitas
Perindustrian, KUKM, dan Inovatif
Penanaman Modal, Tenaga Penguatan
Kerja kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan
4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 100.281.754,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 100.281.754,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Evaluasi Kebijakan Urusan Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
Pertambangan dan Sumber Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
Daya Mineral, Lingkungan yang
Hidup, Kominfo, Berkualitas
Perhubungan, Statistik, dan Inovatif
Persandian Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

4.01.03.2.04.0003

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / TﬁKRHGllFEQT REALISASI Pﬁiﬁﬁﬁﬁl\l CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 99.826.375,00 | Kab. Nias DANA - Peningkata 99.826.375,00 | SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Selatan, Semua | TRANSFER n Tata
Evaluasi Kebijakan Urusan Kecamatan, UMUM-DANA Kelola Pem
Energi dan Air, Pekerjaan Semua Kel/Desa | ALOKASI UMUM erintahan
Umum dan Penataan Ruang, yang
Perumahan Rakyat dan Berkualitas
Kawasan Permukiman, dan Inovatif
Pertanahan Penguatan
kelembaga
an yang
akuntabel,
efektif,
efisien dan
transparan

JUMLAH

33.311.454.293,49

33.311.454.293,49




Nama Perangkat Daerah : Sekretariat daerah

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan

Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun

Tingkat kinerja capaian

Tingkat kinerja | Realisasi Target Lalu (2023) Target Program program
capaian Kinerja Hasil dan Kegiatan
P d:
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Program (outcomes)/ program rogram dan (Renja
Kode D h Dan P Kegi Kegi (Renstra Keluaran P ” Realisasi Tingkat
aerah Dan Program/Kegiatan egiatan (output) Perangkat Kegiatan s.d Target Renja | Realisasi Renja Tingkat erangkat PRSI RSO
daerah) Tahun | dengan tahun Perangkat Perangkat Realisasi daerah Tahun o ri\m dan re:;isasi
2021 s.d 2026 2023 daerah Tahun |Daerah Tahun | Tahun 2023 2024) ieg%atan s/d target
0,
2023 2023 (%) tahun 2024 | Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) |11=(10/4)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN ::k:P::;;:::’;::“;”::‘;’;‘:trm
4.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH Peg: ’ gan 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
pengelolaan barang milik daerah yang
KABUPATEN/KOTA
akuntabel dan transparan
Perencanaan, Penganggaran dan Persentase dokumen perencanaan,
4.01.01.2.01 . gangg penganggaran dan evaluasi kinerja yang | 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
tersusun dengan baik
4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 15 Dok 3 3 Dok 3 Dok 100 % 3 Dok 3 Dok 60%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
4.01.01.2.01.02 Dokumen RKA- SKP]?})H Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 10 Dok 2 2 Dok 2 Dok 100 % 2 Dok 2 Dok 60%
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi o o
4.01.01.2.01.03 Dokumen Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- 10 Dok 2 2 Dok 2 Dok 100 % 2 Dok 2 Dok 60%
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
4.01.01.2.01.04 [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 10 Dok 2 2 Dok 2 Dok 100 % 2 Dok 2 Dok 60%
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi o o
4.01.01.2.01.05 Perubahan DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- 10 Dok 2 2 Dok 2 Dok 100 % 2 Dok 2 Dok 60%
SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan [Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
4.01.01.2.01.06 [Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 10 Lap 2 2 Lap 2 Lap 100 % 2 Lap 2 Lap 60%
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
4.01.01.2.01.07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 10 | La 2 2 | La 2 Lap | 100 | % 2 La 2 | La 60%
o J & Perangkat Daerah P P P i P P °
.. Persentase penyelenggaraan
4.01.01.2.02 g::;‘;’s"m Keuangan Perangkat administrasi keuangan perangkat 100 % 100 100 | % 100 | % | 100 % 100 % | 100 | % 60%
daerah




Jumlah Orang yang Menerima

4.01.01.2.02.01 ([Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 465 Org 93 93 Org 93 Org 100 % 93 Org 93 Org 60%
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
4.01.01.2.02.05 5 L 1 1 Lay 1 L 100 % 1 Lay 1 L 9
2 Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir ap P ap ? P ap 60%
Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
4.01.01.2.02.07 [Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 90 Lap 18 18 Lap 18 Lap 100 % 18 Lap 18 Lap 60%
Triwulan/Semesteran SKPD Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Persen.tas1 penyediaan sa.rana 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
Pada Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
o Jumlah dokumen laporan adminitrasi
4.01.01.2.03.0 P B Milik D: h SKPD 5 L 1 1 Lay 1 L 100 % 1 Lay 1 L 9
2 engamanan Barang aeral BMD yang tertata dengan baik ap p ap o p ap 60%
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen inventaris BMD yang o o,
4.01.01.2.03.06 Pada SKPD tersusun dengan baik 5 Lap 1 1 Lap 1 Lap 100 % 1 Lap 1 Lap 60%
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Pers?n.tase ?enyelengg.aran 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
Daerah administrasi kepegawaian PD
4.01.01.2.05.02 Pen}gadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas berseljta atribut 5 Paket 1 1 Paket 1 Paket | 100 % 1 Paket 1 Paket 60%
Atribut Kelengkapannya kelengkapannya yang tersedia
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah :;:::itsi::sl;e‘:‘r::ﬁ“gg"““ 100 % 100 100 % 100 % | 100 | % 100 % 100 | % 60%
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
4.01.01.2.06.01 ) y P Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Paket 1 1 Paket 1 Paket [ 100 % 1 Paket 1 Paket 60%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan [Jumlah Paket Peralatan danl ) 5 Paket 1 1 Paket 1 Paket | 100 % 1 Paket 1 Paket 60%
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4.01.01.2.06.03 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;;ir;l;a;islzzl‘::l;ieralatan Rumah Tangga 5 Paket 1 1 Paket 1 Paket [ 100 % 1 Paket 1 Paket 60%
Jumlah Paket Babh: Logistik Kant
4.01.01.2.06.04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;iga Dise di:kan anan  Logls antor | s | paket 1 1 |Paket| 1 |Paket| 100 | % 1 Paket | 1 |Paket| 60%
Py di B: Cetakan d Jumlah Paket B Cetakan d
4.01.01.2.06,05 | cryediaan Barang Letakan dan umran faxet Barang Letacan dan 5 | Paket 1 1 |Paket| 1 |[Paket| 100 | % 1 Paket | 1 [Paket| 60%
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
4.01.01.2.06.08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu i:_:fh Laporan Fasilitasi Kunjungan 5 Lap 1 1 Lap 1 Lap 100 % 1 Lap 1 Lap 60%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan o o
4.01.01.2.06.09 Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Lap ! ! Lap ! Lap 100 % ! Lap ! Lap 60%
4.01.01.2.07 Pengar.laan Barang Milik Daerah Persentase penyediaan sarana 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |penunjang urusan pemerintah daerah
P d Kend P Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
4.01.01.2.07.01 | cracaan fhencaraan rerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 6 Unit 1 1 | Unit [ 18 % 18 | % 1 Unit | 1 % 333%
Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase penyediaan jasa penunjang 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%

Pemerintahan Daerah

urusan pemerintahan daerah




Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

4.01.01.2.08.01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat 500 Lap 100 100 Lap 100 Lap 100 % 100 Lap 100 Lap 60%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4.01.01.2.08.02 yed: . ’ Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60 Lap 12 12 Lap 12 Lap 100 % 12 Lap 12 Lap 60%
Daya Air dan Listrik s
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4.01.01.2.08.03 Y’ Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 60 Lap 12 12 Lap 12 Lap 100 % 12 Lap 12 Lap 60%
Perlengkapan Kantor L
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa o .
4.01.01.2.08.04 Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Lap 12 12 Lap 12 Lap 100 % 12 Lap 12 Lap 60%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase BMD penunjang urusan
4.01.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan pemerintahan daerah yang terpelihara 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
Daerah dengan baik
P di J Py lih Bi
PZ::iiliisana;Zn ;I:Zk ;’2 :Zz’ra;iya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
4.01.01.2.09.01 R J atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 300 Unit 60 60 Unit 60 Unit | 100 % 60 Unit 60 Unit 60%
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelih dan dibayarkan Paiaknya
Dinas Jabatan ipetihara Y Jakny
P lih. Rehabilitasi Ged Jumlah ged kant t lih
4.01.01.2.09.09 | emeliharaan/Rehabilitasi Gedung umian gecung kantor yang terpethara 15 | Unit 3 3 | unit| 3 Unit | 100 | % 3 Unit | 3 | Unit 60%
Kantor dan Bangunan Lainnya dengan baik
Administrasi Keuangan dan Persentase penyediaan operasional
4.01.01.2.11 Operasional Kepala Daerah dan Wakil KDH dan WII;DI: P 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
Kepala Daerah
X Jumlah Orang yang Mengikuti Medical
Pelaksanaan Medical Check up Kepala B o o
4.01.01.2.11.03 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Check Up Kepala Daerah dan Wakil 10 Org 2 2 Org 2 Org 100 % 2 Org 2 Org 60%
Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Persentase penyediaan fasilitas rumah o o o o o o o
4.01.01.2.12 Sekretariat Daerah tangga perangkat daerah 100 %o 100 100 Yo 100 %o 100 % 100 % 100 % 60%
4.01.01.2.12.01 | cnvediaan Kebutuhan Rumah Tangga | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga | 4 | pyjet 12 12 | Paket| 12 | Paket| 100 | % 12 | Paket | 12 |Paket| 60%
Kepala Daerah Kepala Daerah yang Disediakan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga |Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga
4.01.01.2.12.0 60 Paket 12 12 Paket 1 Paket | 100 % 1 Paket 12 Paket 9
2.02 Wakil Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang Disediakan axe axe 2 axe ? 2 axe axe 60%
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Penataan Organisasi Daerah 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis [Jumlah Dokumen Peng.el.olaan 150 Dok 1 30 Dok 30 Dok 100 % 30 Dok 30 Dok 41%
Jabatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi o o
4.01.01.2.13.02 Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana 59 Lap 3 5 Lap 5 Lap 100 % 10 Lap 10 Lap 31%
Peningkatan Kinerja dan Ref i Jumlah Dok Peningkat
4.01.01.2.13.03 | /ungxatan finerja dan Relormast uman Jokumen reningratan 150 | Dok 1 30 | Dok | 30 | Dok | 100 | % 30 Dok | 30 | Dok 41%
Birokrasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian [Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi
4.01.01.2.13.04 |[Kualitas Pelayanan Publik dan Tata dan Pengendalian Kualitas Pelayanan 150 Dok 1 30 Dok 30 Dok 100 % 30 Dok 30 Dok 41%
Laksana Publik dan Tata Laksana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
4.01.01.2.13.05 L. . yu P Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 640 Dok 2 128 Dok 128 Dok 100 % 128 Dok 128 | Dok 40%
Kinerja Pemerintah Daerah
Daerah
4.01.01.2.14 Pelaksanan Protokol dan Komunikasi |Persentase keprotoknlan. daerah yang 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
Pimpinan terselenggara dengan baik
e s Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
4.01.01.2.14.01 |Fasilitasi Keprotokolan Keprotokolan 950 Lap 2 190 Lap 190 Lap 100 % 190 Lap 190 Lap 40%
4.01.01.2.14.02 |Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 550 | Lap 2 110 | Lap | 110 | Lap | 100 | % 110 | Lap | 110 | Lap 40%

Komunikasi Pimpinan




Jumlah Laporan Pendokumentasian

4.01.01.2.14.03 |Pendokumentasian Tugas Pimpinan Tugas Pimpinan 950 Lap 2 190 Lap 190 Lap 100 % 190 Lap 190 Lap 40%
Persentase administrasi pemerintahan
4.01.02 ;gggJR:ITT;mE;: Ig:ﬁ;{:g DAN dan kesejahteraan rakyat yang tertata 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
dengan baik
Persentase penyelenggaran
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan administrasi tata pemerintahan yang 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
terlaksana dengan baik
4.01.02.2.01.01 |Penataan Administrasi Pemerintahan Jum%a}_n Dol.gumen _Hasﬂ Penataan 16 Dok 35 4 Dok 4 Dok 100 % 4 Dok 4 Dok 269%
Administrasi Pemerintahan
4.01.02.2.01.02 |Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |2 Wah Dokumen Hasil Pengelolaan 51 | Dok 2 4 Dok 4 Dok | 100 | % 10 Dok | 10 | Dok 31%
Administrasi Kewilayahan
4.01.02.2.01.03 |Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Dacrah |2 el Dokumen Hasil Fasilitasi 10 | Dok 2 2 | Dok | 2 Dok | 100 | % 2 Dok | 2 | Dok 60%
Pelaksanaan Otonomi Daerah
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan |Persentase kebijakan kesejahteraan 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
Rakyat rakyat yang terlaksana dengan baik
4.01.02.2.02.01 Fasqltam Pengelolaan Bina Mental Jumlah Dokumen Hasil Fej\s.llltam 20 Dok 9 4 Dok 4 Dok 100 % 4 Dok 4 Dok 50%
Spiritual Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang Meliputi
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,
4.01.02.2.02.02 [Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan 51 Dok 2 4 Dok 4 Dok 100 % 10 Dok 10 Dok 31%
Sosial Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan KB
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi
4.01.02.2.02.03 [Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, 10 Dok 2 2 Dok 2 Dok 100 % 2 Dok 2 Dok 60%
Masyarakat Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum
Linmas
4.01.02.2.08  |Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase penyelenggaraan dan 100 | % 100 100 | % | 100 | % | 100]| % 100 % | 100 | % 60%
fasilitasi hukum daerah
4.01.02.2.03.01 gzse‘i:im Penyusunan Produk Hukum ‘é‘;t’;f:kzz’d“k Hukum Daerah Yang 85 | Dok 33 10 | Dok | 10 | Dok | 100 | % 15 Dok | 15 | Dok 68%
Jumlah K: Perdata Daerah
4.01.02.2.03.02 |Fasilitasi Bantuan Hukum o eous Hendala Pacrah yang 95 | Kasus 5 15 |Kasus| 15 |Kasus| 100 [ % 20 |Kasus| 20 |Kasus| 42%
4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Pr_oduk Hukum dan |Persentase Prod_uk Hukum Daer.ah Yang 85 Dok 30 10 Dok 10 Dok 100 % 15 Dok 15 Dok 65%
Pengelolaan Informasi Hukum Terdokumentasikan Dengan Baik
4.01.02.2.04 |Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase kerja sama daerah yang 100 | % 100 100 | % | 100 | % | 100| % 100 % | 100 | % 60%
difasilitasi dengan baik
Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Kerj
4.01.02.2.04.01 |Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri s:zaaDala‘:nT\If;:ri asth Fasfitast Bema |15 | pok 185 3 Dok 3 Dok | 100 | % 3 Dok | 3 | Dok | 1273%
4.01.02.2.04.02 |Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri ‘Slzzfi‘ufr"ll\i:g“::' Hasil Fasilitasi Kerja | | pop 213 2 Dok 2 Dok | 100 | % 2 Dok | 2 | Dok | 2170%
Jumlah L: Hasil Eval i
4.01.02.2.04.03 |Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama uman Laporan  wasi. Lvaluasi 10 | Lap 287 2 Lap 2 Lap | 100 | % 2 Lap 2 | Lap | 2910%

Pelaksanaan Kerja Sama




PROGRAM PEREKONOMIAN DAN

Persentase pelaksanaan pengendalian
ekonomi mikro kecil dan pengadaan

0y L 0y 0y L 0 10/
4.01.03 PEMBANGUNAN barang dan jasa yang terlaksana dengan 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
baik
.s s Persentase kebijakan perekonomian
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
yang terlaksana dengan baik
. - . . L Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi
4.01.03.2.01.01 [dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan o ’ & 10 Dok 4 2 Dok 2 Dok 100 % 2 Dok 2 Dok 80%
BUMD dan BLUD Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD
4.01.03.2.01.02 Pengendahzfm dan Distribusi Jl}mlfah Liaporan Hasq Pengendalian dan 20 Lap 4 4 Lap 4 Lap 100 % 4 Lap 4 Lap 60%
Perekonomian Distribusi Perekonomian
4.01.03.2.01.03 Pe_rencana.an dan Pengawasan Ekonomi |Jumlah Dokumen Hasil Pf:reflcanaan. 20 Dok 4 4 Dok 4 Dok 100 % 4 Dok 4 Dok 60%
Mikro Kecil dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Persentase administrasi pe.mbangunan 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
Pembangunan yang terlaksana dengan baik
Fasilitasi Penvusunan Program Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
4.01.03.2.02.01 Pemban. nanyu & Penyusunan Program Pembangunan 10 Dok 4 2 Dok 2 Dok 100 % 2 Dok 2 Dok 80%
su Daerah
4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Jumlah 'Laporan Hasil Pengendalian dan 60 Lap 3 12 Lap 12 Lap 100 % 12 Lap 12 Lap 45%
Pembangunan Evaluasi Program Pembangunan
Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
4.01.03.2.02.03 & ’ P Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 60 Lap 3 12 Lap 12 Lap 100 % 12 Lap 12 Lap 45%
Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Persentase pengadaan bara.ng dan jasa 100 % 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60%
Jasa yang terlaksana dengan baik
Jumlah Dok Hasil P 1ol
4.01.03.2.03.01 |Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa [ o+ Doxumen Hast Fengelolaan 700 | Dok 127 140 | Dok | 127 | Dok | 91 | % 140 | Dok | 140 | Dok 56%
Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.2.03.02 |Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara |Jumlah Dokumen Hasil Layanan 200 | Dok 10 40 | Dok | 10 | Dok | 25 | % 40 Dok | 40 | Dok 30%
Elektronik Pengadaan Secara Elektronik
5 X Jumlah Orang yang Mengikuti
4.01.03.2.03.03 |Fembinaan dan Advokasi Pengadaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 50 org 10 10 | org 10 | og | 100 | % 10 org | 10 | org 60%
Barang dan Jasa
Barang dan Jasa
4.01.03.2.04 :fgfmta“a“ Kebijakan Sumber Daya :::::‘:T:y;e:f::a““ya kebijakan 100 % 100 100 | % 100 | % | 100 % 100 % | 100 | % 60%
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi [SJTu}{sz);liiilt;i?;nE;a:;aas; K;:ll'iilt{:;lan
4.01.03.2.04.01 |Kebijakan Pertanian, Kehutanan, L £an, ? 20 Dok 4 4 Dok 4 Dok 100 % 4 Dok 4 Dok 60%
Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,
Tenaga Kerja
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
4.01.03.2.04.02 |Kebijakan Pertambangan dan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya 20 4 4 0 4 0 100 % 4 0 4 0 60%

Lingkungan Hidup

Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,
Perhubungan, Statistik, Persandian




4.01.03.2.04.03

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Energi dan Air

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Pertanahan

20

100 % 4 0 4

60%

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nias Selatan

Ir. IKHTIAR DUHA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022







Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator SPM/Standar IKK Catatan Analisis
’ Nasional Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
1 |Indeks Reformasi Birokrasi C C CcC B C cc CcC B
Indeks Kepuasan Kurang Kurang . . Kurang . .
2 Masyarakat Baik Baik Baik Baik Baik B Baik Baik
Nilai SAKIP
3 CcC B B B cC A B B
Nilai LPPD Kabupaten Nias
4 |selatan 20144 2344 2544 2744 20144 1.8943| 2544 2744
Persentase rumah tangga
5 |yang menggunakan listrik 80.40%| 84.76% | 89.12% | 93.48% 86.73% 69.07| 89.12% | 93.48%
PLN

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nias Selatan

Ir. IKHTIAR DUHA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022




OPD: SEKRETARIAT DAERAH

TABEL T-C 3.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN NIAS SELATAN

RENCANA AWAL RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Target .
N
o Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja T”g;‘mce::‘i’:““ Kebutuhan dana Catatan Penting
Kineria
1 Z 7 3 s 3 7 3 9 10 11 12
UNSUR PENDUKUNG URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4 PEMERINTAHAN 50,654,971,556 | Lo b it ARAN 33,311,454,293.49
a.01 SEKRETARIAT DAERAH 50,654,971,556 |SEKRETARIAT DAERAH 33,311,454,293.49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Caknranjpeleyanay 'd"'"::"“‘ PROGRAM PENUNJANG URUSAN ESery f:k‘“":_“’::l'y::_“ 'dm"‘“":“ T
4.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH et | e T 100% 21,082,555,210 [PEMERINTAHAN DAERAH el e e e 100% 21,113,198,846.49
KABUPATEN/KOTA ng mili yang akunt KABUPATEN/KOTA 2 yengakantabel can
dan Persentase dokumen perencanaan, dan Persentase dokumen perencanaan,
4.01.01.2.01 Evaluast Kineria Poraoskat Dacrah e |penganggaran dan evaluasi kinerja yang 100% 144,933,520 |0 meria Poreaskat Dacrah Gaon " |penganggaran dan evaluasi kinerja yang 100% 52,536,415.00
tersusun dengan baik tersusun dengan baik
Dokumen
1010120101 |porangient kretariat |Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dojumen 90,584,060 Dokumen kretariat |Jumlah Dokumen Perencanaan ~ Perangkat 3 Dok 7,512,900
IS daerah  [Perangkat Dacrah Perangkat Daerah daerah  |Dacrah
. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan oordinast don Pomyasunan Dokumen | Sekretariar_|7212h Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
4.01.01.2.01.02 retaliat | Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 2 Dokumen 13,262,250 yu Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- 2 Dok 7,512,900
Dokumen RKA- SKPD daerah RKA-SKPD dacrah
|RKA-SKPD skpD
dan O Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD coordinasi dan Penyusunan Dokumen | Sekretariar |38k Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
4010120103 |0 A SKPD ;‘A e“:‘;‘ dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 2 Dokumen 7,500,000 | o0 e RKA’SKE‘) ooran  |Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dok 7,500,263
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sekretariat_|7@mIah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Sekretariat_|7umIah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
4.01.01.2.01.04  |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | *("" %" Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 2 Dokumen 7,592,640 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD e |Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- 2 Dok 7,506,827
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Sekretariat |7Umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Sekretariat |7 umiah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
4010120105 [00ee Con PO e |dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 2 Dokumen 7,500,000 |00 e |Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Dok 7,501,352
Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan | o lichtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan | (o0 ‘é::}:i";f‘:?’: g;‘;;"z:‘;_‘;”:r::’;g;’w
4.01.01.2.01.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi *a% | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 10,485,750 [Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi i N v P 2 Laporan 7,499,306
- dacrah : dacrah  |Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD ‘ e
- Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kineria SKPD
4.01.01.2.01.07  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat |Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 Laporan 8,008,820 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat|Jumlah Laporan  Evaluasi Kinerja 2 Laporan 7,502,867
daerah__|Perangkat Daerah daerah__|Perangkat Daerah
Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat
4.01.01.2.02 ey Gaorals R hoamngen daerah 100% 7,976,402,788 |1 ™" Py i 100% 1,570,883,075.00
4.01.01.2.02.01  |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 55‘;::‘1’:‘ Jumiah O'Z"g yang Menerima Gaji dan 93 Orang 7,952,912,868 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 55‘;::2’:‘ Jumiah ?ri\“g yang Menerima Gaji dan 93 Orang 1,555,845,605
Jumlah Laporan Keuangan AKhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Sekretariat [SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Sekretariat [SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
4.01.01.2.02.05 1L 9,148,220 1Le
Keuangan Akhir Tahun SKPD daerah  |Penyusunan Laporan Keuangan Akhir aporan g Keuangan Akhir Tahun SKPD daerah  |Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun aporan 7,488,600
Tahun SKPD SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan . |Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan _ |Jumiah Laporan Keuangan Bulanan/
Sekretariat Sekretariat |Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
4.01.01.2.02.07  |Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan | 18 Laporan 14,341,700 |Keuangan Bulanan/ Triwulan/ 18 Laporan 7,548,870
" dacrah dacrah  |Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Triwulan/Semesteran SKPD Keuangan Semesteran SKPD Eulanan, Trionan) Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD W e
Administrasi Barang Milik Daerah sarana " Administrasi Barang Milik Daerah sarana
4.01.01.2.03 Pada Perangkat Daerah daerah  |urusan pemerintah daerah 100% 150,221,640 |p,4a Perangkat Daerah daerah  |urusan pemerintah daerah 100% 242,060,430.00
4 01.01.2.03.00 | Pengamanan Barang Milik Dacrah Sekretariat |[Jumlah dokumen laporan adminitrasi  Doramon 4,751,490 |Pengamanan Barang Milik Dacrah SKpp | SOetarat_|Jumlah dokumen laporan adminitrasi BMD Dokamen 201,085.715
dacrah __|BMD vang tertata dengan baik dacrah__|vang tertata dengan baik
Penatausahaan Barang Milik Dacrah | Sekretariat |[Jumlah dokumen inventaris BMD yang Penatausahaan Barang Milik Dacrah Sekretariat [Jumiah dokumen inventaris BMD yang
4.01.01.2.03.06 1L 65,470,150 1Le
Pada SKPD daerah _|tersusun dengan baik aporan ) Pada SKPD daerah__|tersusun dengan baik aporan 40,074,715
" Administrasi Kepegawalan Perangkat
4.01.01.2.05 Petangieat Dassan Py =4 100% 255,428,742 [P T vy =4 100% 381,018,650.00
4 01.01.2.05.00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Sekretariat [Jumlah pakaian dinas berserta atribut et 24,379,000 | PenEadaan Pakaian Dinas Beserta Sekretarial |[Jumlah pakaian dinas berserta atribut raet 331,018,650
Atribut dacrah ang tersedia Atribut dacrah ang tersedia
relenis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan relenis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
4.01.01.2.05.11 Hretaltat | reknis Implementasi Peraturan Perundang- 10 Orang 31,099,742 Hretaltat | reknis Implementasi Peraturan Perundang- 10 Orang
peraturan Perundang-undangan daerah [ S1° I peraturan Perundang-undangan daerah e
— (retariar|Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan — Kretariar|Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
4.01.01.2.05.11 Teknis Implementasi Peraturan Perundang- | 11 Orang 30,000,000 Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 50,000,000
peraturan Perundang-undangan daerah [T peraturan Perundang-undangan dacrah 7oK
Administrasi Umum Perangkat P
4.01.01.2.06 ey iy iotrac: doam op 100% 6,417,584,798 |Administrasi Umum Perangkat Daerah | (""" * - 100% 9,796,927,102.49
Penyediaan Komponen Instalasi Sekretariat |2 ek Paket Komponen Instalast Penyediaan Komponen Instalasi Sekretariar |7 mlaf Paket Komponen Instalast
4.01.01.2.06.01 Ve P Listrik/Penerangan Bangunan ~ Kantor 1 Palket 248,783,000 | <7 PO Listrik/Penerangan Bangunan ~ Kantor yang 1 Palket 215,856,927
Listrie/Penerangan Bangunan Kantor | daerah | #0 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor daerah |3 P
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Sekretariat [Jumlah Paket Peralatan danv ] 1 Paket 416,873,130 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Sekretariat [Jumlah Paket ?eralatan dan  Perlengkapan | paket 622,967,879
P Kantor daerah__|P Kantor vang Disediak Kantor daerah__|Kantor yang Di
Sekretarial [Jumlah Paket Peralatan Rumah T Sekretariat [Jumlah Paket Peralatan Rumah T
4.01.01.2.06.03  |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | oo o arat |Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 189,219,762 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ekretariat - |Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 121,184,098.49
dacrah__|yang Disediakan daerah _|yang D
4.01.01.2.06.04  |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sekretariat. |.Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket 1,189,815,400 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sekretariat _|Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor - yang 1 Paket 1,621,324,763
daerah__|vang Disediak daerah
010120605 |Pevediaan Barang Cetakan dan Sekretariat [Jumlah Paket Barang Cetakan dan et 570,510,250 | Peryediaan Barang Cetakan dan Sekretariat [Jumlah Paket Barang Cetakan dan raet 1.031,843.435
dacrah ang Disediakan dacrah an




Sekretariat |[Jumlah L Fasilitasi K: Sekretariat
4.01.01.2.06.08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu clretaniat | Jumiah Laporan Fasilitast Kunjungan 1 Laporan 540,023,256 |Fasilitasi Kunjungan Tamu ekretanat | . miah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1,305,950,000
daerah  |Tamu dacrah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Sekretariat [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Sekretariat [Jumlah Laporan Penyelenggaraan  Rapat
401.01.2.06.09 | | uitasi SKPD daerah  |Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 3:262,060.000 |y ultasi SKPD daerah  |Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 4,877,800,000
Pengadaan Barang Milik Dacrah
4 P Sekretariat |Persentase penyediaan sarana " Pengadaan Barang Milik Daerah sarana
4.01.01.2.07 ;::‘:l:““g Urusan Pemerintah daerah urusan daerah 100% 141,327,500 |5 runjang Urusan Pemerintah Daerah daerah  |urusan pemerintah daerah 100% 1,110,000,000.00
——|Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas ) -~ |Jumiah Unit Kendaraan Perorangan Dinas
Pengadaan Kendaraan P Sekretariat Pengadaan Kendaraan P Di Sekretariat
4.01.01.2.07.01 engacaan Rencaraan Perorangan ekretaniat |, tau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 141,327,500 | cngadaan Rendaraan Perorangan Dinas | Sekretaniat |, | wendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 1,110,000,000.00
Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan daerah 72" atau Kendaraan Dinas jabatan daerah  |*
Jasa njang Urusan jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan jasa
4.01.01.2.08 Pemerintahan Daerah daerah  |urusan pemerintahan daerah 100% 1,780,420,000 | merintahan Daerah daerah  |urusan pemerintahan daerah 100% 3,083,796,000.00
4.01.01.2.08.01  |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 100 Laporan 68,000,000 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat - |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 100 Laporan 87,000,000
daerah_|Menyurat daerah _|Menyurat
o - |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa o - |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Sekretariat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbs Sekretariat
4.01.01.2.08.02 enyediaan Jasa Romunikasi, Sumber | Sekretariat | inikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan 70,060,000 | crYediaan Jasa Komunikasi, Sumber ekretaniat |y omunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 102,240,000
Daya Air dan Listrik dacrah Daya Air dan Listrik dacrah
ang Disediakan ang Di ki
-~ |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa ) )
Penyediaan Jasa Peralatan d Sekretariat Penyediaan Jasa Peralatan d Sekretariat [Jumlah L Penyediaan Jasa Peralat
4.01.01.2.08.03 enyediaan Jasa Peralatan dan ekretaniat | peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Laporan 165,160,000 | cnyediaan Jasa Peralatan dan ekretariat |Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 12 Laporan 313,356,000
Perlengkapan Kantor daerah [ 180 ¢ Perlengkapan Kantor dacrah  |dan Perlengkapan Kantor yang Discdiakan
4 01.01.2.08.04  |Penvediaan Jasa Pelayanan Umum Sekretariat |[Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 147,200,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Sekretariat |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa. Pelayanan |, 2,581,200,000
Kantor dacrah  |Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kantor dacrah  |Umum Kantor yang Disediakan
Pemelinaraan Barang Millk Daerah | "[Persentase BMD penunjang urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sekrotariat |FeToentase BMD penunjang urusan
4.01.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang 100% 1,001,441,000 |Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang 100% 1,664,281,093.00
daerah daerah
Daerah dengan baik Daerah dengan baik
Penyediaan Jai: :;r:.:iharaan, Biaya P Dinas ata Penyediaan Jai: :;r;zl;haraan, Biaya - Dinas atan
4.01.01.2.09.01 v retalial | gendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 60 Unit 515,361,000 Yy retatial | endaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 60 Unit 1,452,923,003
Perorangan Dinas atau Kendaraan daerah A Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | daerah ;
dan dibayarkan Pajaknya dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan Jabatan
40101200, | Pemelinaraan/Rehabilitasi Gedung Sekretariat |[Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 Unit 486,080,000 | Permelibaraan/Rehabilitasi Gedung Sekretariat [Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 Unit 211,358,000
Kantor dan Bangunan Lainnya dacrah  [dengan baik Kantor dan Bangunan Lainnya dacrah  |dengan baik
Administrasi Keuangan dan - Administrasi Keuangan dan -
4.01.01.2.11 Operasional Kepala Daerah dan il e 100% 180,000,000 |Operasional Kepala Daerah dan Wakil | 5*gre = #¢ [1erTrnee 100% 180,000,000.00
Wakil Kepala Daerah |Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti Medical
Pelaksanaan Medical Check up Kepala | Sekretariat Pelaksanaan Medical Check up Kepala | Sckretariat |Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check
4.01.01.2.11.03 201 180,000,000 20 180,000,000.00
Daerah dan Wakil Kepala Daerah daerah g:::h"p Kepala Daerah dan Wakil Kepala rang g Daerah dan Wakil Kepala Daerah daerah  |Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah rang
Fasilitasi kretari Tasilitas rumah Fasilitasi kretari Tasilitas rumah
4.01.01.2.12 S dneras|tangga pa— 100% 1,800,000,000 S nera|tangga e, 100% 2,160,000,000.00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga | Sekretariat [Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga | Sekretariat |Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga
4.01.01.2.12.01 12 Paket 1,200,000,000 12 Palket 1,440,000,000.00
Kepala Daerah daerah  |Kepala Daerah yang Disediakan ke Kepala Daerah daerah  |Kepala Daerah yang Disediakan ke
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga | Sekretariat [Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga | Sckretariat |Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga
4.01.01.2.12.02 12 Palket 600,000,000 12 Palket 720,000,000.00
Wakil Kepala Daerah daerah  |Wakil Kepala Daerah yang Disediakan ke g Wakil Kepala Daerah daerah  |Wakil Kepala Daerah yang Disediakan ke
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi s‘:::::“ Persentase Penataan Organisasi Daerah 100% 686,958,202 |Penataan Organisasi s‘::::“ Persentase Penataan Organisasi Daerah 100% 401,114,777.00
4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis | Sekretariat |Jumlah Dokumen Peng_elolaan 30 Dolkumen 159,165,076 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Sekretariat |Jumlah Do_kumen Pengelolaan Kelembagaan 30 Dokumen 112,987,500
Jabatan daerah dan Analisis Jabatan Jabatan daerah__|dan Analisis Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata | Sekretariat |Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Sekretarial |[Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan
010121302 |1 aicsana dacrah__|Publik dan Tata Laksana 15 Laporan 130,198,610 |} acsana dacrah__|Publik dan Tata Laksana 15 Laporan 36,752,448
4.01.01.2.13.05 |Peningkatan Kinerja dan Reformasi | Sekretariat |Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja 20 Doumen 150,441,010 |Femingkatan Kinerja dan Reformasi Sckretariat_[Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan | o0 56,970,466
Birokrasi daerah__|dan Reformasi Birokrasi Birokrasi daerah Birokrasi
Monitoring, Bvaluasi dan Pengendaian | . " umlah Dokumen Monitoring, Bvaluast Monitoring, Bvaluasi dan Pengendaian | ¢ " umlah Dokumen Monitoring, Bvaluast dan
4.01.01.2.13.04  |Kualitas Pelayanan Publik dan Tata e |dan Pengendalian Kualitas Pelayanan 30 Dokumen 126,662,876 |Kualitas Pelayanan Publik dan Tata e |Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan | 30 Dokumen 91,006,990
Laksana Publik dan Tata Laksana Laksana Tata Laksana
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Koordinasi dan P L Sekretariat Koordinasi dan P Lay Sekretariat
4.01.01.2.13.05 oordinasi dan Penyusunan Laporan ekretaniat | pe nyusunan Laporan Kinerja Pemerintah | 128 Dokumen 120,550,630 [ ordinast dan Penyusunan Laporan ekretaniat | penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 128 Dokumen 103,397,373
Kinerja Pemerintah Dacrah dacrah Kinerja Pemerintah Daerah dacrah
Dacrah Dacrah
Pelaksanan Protokol dan dacrah yang " Protokol dan daerah yang
4.01.01.2.14 & o vy R oasan baile 100% 547,837,020 |77+ o8 vy Mensan baik 100% 470,581,304.00
Sekretariat [Jumlah L Hasil Fasilitasi Sekretariat
4.01.01.2.14.01  |Fasilitasi Keprotokolan < d;:: m“‘“ ah Laporan Hasil Fasilitast 190 Laporan 210,843,850 |Fasilitasi Keprotokolan < d;:: |Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 190 Laporan 145,025,963
4.01.01.2.14.02  |Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Sekretariat |Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 110 Laporan 132,727,980 |Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Sekretariat|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi | 01,0000 75,560,754
daerah Pimpinan daerah_|Pimpinan
Sekretariat [Jumlah L Pendokumentasi Sekretarial [Jumlah L Pendokumenta o
4.01.01.2.14.03  |Pendokumentasian Tugas Pimpinan ekretariat - |Jumlah Laporan Pendokumentasian 190 Laporan 204,265,190 |Pendokumentasian Tugas Pimpinan ekretariat | Jumlah Laporan Pendokumentasian  Tugas 190 Laporan 249,994,587
daerah__|Tugas Pimpinan dacrah__|Pimpinan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN | Sekretariat PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Sekretariat ° =
4.01.02 T ar® |dan kesejahteraan rakyat yang tertata 100% 27,304,564,456 | 100 o AN RAKYAT Goan® |kesejahteraan rakyat yang tertata dengan 100% 9,602,588,732.00
dengan baik baik
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat |, emerintahan yang terlaksana 100% 641,433,630 |Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat |, emerintahan yang terlaksana dengan 100% 425,438,967.00
daerah daerah
dengan baik baik
4.01.02.2.01.01  |Penataan Administrasi Pemerintahan | Scirctariat [Jumlah Dokumen Hasil Penataan 4 Dokumen 303,096,580 |Penataan Administrasi Pemerintahan Sekretariat|Jumlah Dokumen Hasil Penataan 4 Dokumen 210,475,496
dacrah |Administrasi Pemerintahan dacrah  |Administrasi Pemerintahan
Sekretariat |[Jumlah Dokumen Hasil Pengelol Sekretariat [Jumlah Dokumen Hasil Pengelol
4.01.02.2.01.02  |Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | >0 cianat |Jumlah Dolumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen 112,900,560 |Pengelolaan Administrasi Kewilayahan eretariat Jum ah bokumen Hastl Pengelolaan 15 Dokumen 109,889,090
daerah  |Administrasi Kewilayahan daerah  |Administrasi Kewilayahan
4.01.02.2.01.03  |Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Dacrah | Sckretariat |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitast 2 Dokumen 225,436,490 |Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Dacrah | Scxretariat |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 2 Dokumen 105,074,381
dacrah  |Pelaksanaan Otonomi Dacrah dacrah  |Pelaksanaan Otonomi Dacrah
Pelaksanaan Kebijakan " j 1 3 rakyat
4.01.02.2.02 " 100% 25,969,574,566 @ 100% 8,474,366,886.00
Rakyat daerah |rakyat yang terlaksana dengan baik Rakyat daerah  |yang dengan baik
4.01.02.2.02.01 Fas:}nasx Pengelolaan Bina Mental Sekretariat [Jumlah Dokumen Hasil Fas.lhtasl 4 Dokumen 150,035,670 Fas:}nasx Pengelolaan Bina Mental Sekretariat |Jumlah Doku.men Hasil Fi:slhtasl 4 Dokumen 140,461,170
Spiritual dacrah __|Pengelolaan Bina Mental Spiritual Spiritual daerah__|Pengelolaan Bina Mental Spiritual




Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan

Jumlah Dokumen Hasil Kebjakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang Meliputi
Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan

[Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi,
dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,

Sekretariat Sekretariat
4.01.02.2.02.02  |Capaian Kinerja Terkait Kescjahteraan | o= d'e a':’ Pemberdayaan Perempuan dan 12 Dokumen 24,469,538,896 |Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan < d'e a'}‘]" Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan 15 Dokumen 2,148,359,488
Sosial aerah | perlindungan Anak, Administrasi Sosial acral Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Penduduk dan KB Penduduk dan KB
Jumlah Dokumen Hasil Kebljakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi,
Pelaksanaan Kebijakan, Bvaluasi dan [ g - [Kescjahteraan Masyarakat yang Meliputi Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Selcretariat |02 Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
4.01.02.2.02.03  |Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan | *(**" %' |Urusan Kepemudaan dan Olahraga, 2 Dokumen 1,350,000,000 |Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan o |Masyarakat yang Meliputi Urusan 2 Dokumen 6,185,546,228
Masyarakat acral Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Masyarakat acral Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,
Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,
Linmas Kearsipan, Trantibum Linmas
e . dan L = dan fasilitasi
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sl P S Ay 90% 489,346,990 [Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sl et o 90% 443,752,128.00
401.02.2.03.01 |Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum | Sekretariat |Jumlah Produk Hukum Daerah Yang 20 Dokumen 123,316,000 |F2silitasi Penyusunan Produk Hukum | Sckretariat |Jumlah Produk Hukum Dacrah Yang 20 Dokumen 102,322,168
Dacrah dacrah  [Ditetapkan Dacrah dacrah  |Ditetapkan
4.01.02.2.03.02  |Fasilitasi Bantuan Hukum Sckretariat |.Jumlah Kasus Perdata Dacrah yang 20 Kasus 267,293,210 |Fasilitasi Bantuan Hukum Sekretariat|Jumlah Kasus Perdata Dacrah yang 20 Kasus 284,229,209
daerah  |diselesaikan daerah  |diselesaikan
Pendokumentasian Produk Hukum Sekretariat |Persentase Produk Hukum Dacrah Yang Pendokumentasian Produk Hukum dan | Sekretariat |Persentase Produk Hukum Dacrah Yang
4.01.02.2.03.03 20 Dok 98,737,780 20 Dok
dan Pengelolaan Informasi Hukum daerah  |Terdokumentasikan Dengan Baik olumen g Pengelolaan Informasi Hukum daerah  |Terdokumentasikan Dengan Baik olumen 57,200,751
Sekretariat |Persentase kerja sama daerah yang . Sekretariat |Persentase kerja sama daerah yang N
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah dnoras . |difasilitast dengen badk 94% 204,209,270 |Fasilitasi Kerjasama Daerah dooras | |difastitast dengon ball 94% 259,030,751.00
Sekretariat |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sekretariat |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja
4.01.02.2.04.01  |Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri e |Sama Dalam Negeri 3 Dokumen 64,217,250 |Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri o |Sama Dalam Negeri 3 Dokumen 85,555,188
Sekretariat i Sekretariat il ilif i
4.01.02.2.04.02  |Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri ckretariat |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja | 5 popmen 57,059,390 |Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri ckretariat |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja 2 Dokumen 50,067,192
daerah__|Sama Luar Negeri daerah__|Sama Luar Negeri
4.01.02.2.04.03  |Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Sekretariat |Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 2 Laporan 82,932,630 |Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Sekretariat |Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 2 Laporan 123,408,371
dacrah Keria Sama dacrah Keria Sama
DAN ekonomi mikro kecil dan pengadaan DAN
4.01.03 e ot |t e fer s 100% 2,267,851,890 [ E 0 Gl e P I 100% 2,595,666,715.00
b ngan an jasa yang terlaksana dengan baik
Pelaksanaan Kebijakan N yang o
4.01.03.2.01 Perekonomian daerah  |yang terlaksana dengan baik 24% 263,357,740 daerah terlaksana dengan baik 24% 235,139,657.00
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring | ¢+ |Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan | ¢ |Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
4.01.03.2.01.01  |dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan P Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 2 Dokumen 34,509,510 |Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD s Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 2 Dokumen 19,663,578
BUMD dan BLUD Kebijakan Pengelolaan o BLUD Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
BUMD dan BLUD
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Sekretariat JL.lmlah L.aporan Hasx.l Pengendalian ~ dan 4 Laporan 123,592,600 Pengendalian dan Distribusi Sekretariat Juml:ah Laporan Hasil Pengendalian ~ dan 4 Laporan 96,383,032
daerah Distribusi daerah Distribusi
B Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan B o  wmlah Dokamen Hasil P
an kretari an Ekonomi kretariat |Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan  dan
4.01.03.2.01.03 dan P Ek Mikro Kecil 4 Dol 125,255,630 4 Dok
Ekonomi Mikro Kecil daerah |02 Pengawasan kxonomi Mikro Recl okumen g Mikro Kecil daerah  |Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil olumen 119,092,147
inistrasi Pelaksanaan Administrasi inistrasi
4.01.03.2.02 Pembangunan daerah  |yang terlaksana dengan baik 100% 375,068,230 | mbangunan daerah  |yang terlaksana dengan baik 100% 299,911,564.00
- ~ [Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi - ~ [Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
4.01.03.2.02,01  |Fasilitasi Penyusunan Program Sekretariat |penyusunan Program Pembangunan 2 Dokumen 102,070,780 | Fasilitasi Penyusunan Program Sekretariat |penyusunan Program Pembangunan Dacrah 2 Dokumen 99.997.667
Pembangunan dacrah  |paerah Pembangunan dacrah s
4 01.05.2.0207 |PeRECndalian dan Evaluasi Program | Sekretariat [Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan | 1o oo - 124,790,800 |PePEendalian dan Evaluasi Program Sekretariat |Jumlah Laporan Hasil Pengendalian _dan 12 Laporan 09,920,372
daerah _|Evaluasi Proeram daerah__|valuasi Program
) - |Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan ) - |Jumiah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi
Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan | Sekretariat Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat
4.01.03.2.02.03 8 PO Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 12 Laporan 148,206,650 | 1'% po dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 99,993,525
Pelaksanaan Pembangunan dacrah Pelaksanaan Pembangunan dacrah
2.01.05.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan | Sekretariat |Persentase pengadaan barang dan jasa 100 1,387,920,710 | FEPEeIolaan Pengadean Barang dan | Sekretariat |Persentase pengadaan barang dan jasa yang T00% 1,819,514,262.00
Jasa daerah _|yang dengan baik Jasa daerah dengan baik
Pengelolaan Pengadaan B a Sekretariat Sekretariat i
4 01.09.2.00.01 engelolaan Pengadaan Barang dan ckretariat |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 140 Dorumen 575,555,030 | Pengelolann Pengadaan Barang dan Jasa | Sretanial |[Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 140 Dorumen 1.085.616.282
Jasa daerah__|Pengadaan Barang dan Jasa daerah__|Pengadaan Barane dan Jasa
Layanan kretariat_|Jumlah Dokumen Hasil Layanan Layanan Secara | Sckretariat |Jumlah Dokumen Hasil Layanan _Pengadaan
4.01.03.2.0302  |secara Blektronik daerah _|Pengadaan Secara Elektronik 40 Dokumen 228,000,000 |y tronilc daerah _|Secara Elektronik 40 Dokumen 366,948,000
. |Jumlah Orang yang Mengikuti - [|Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan | Sekretariat Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Sekretariat
4.01.03.2.03.03 & Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 10 Orang 284,368,660 © dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 10 Orang 366,948,000
Barang dan Jasa dacrah Barang dan Jasa dacrah
Barane dan Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya " Pemantauan Kebijakan Sumber Daya sumber
4.01.03.2.04 P dnerah |sumber dava stam 100% 221,502,210 [+ doera |daya alam 100% 241,101,212.00
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, [Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi dan Bvaluasi | o0 3‘“kr°“‘;““’:a“ E‘;"'“‘“‘ K;b;i"‘:a“ Koordinasi, Sinkronisasi dan Bvaluasi | g i‘"t‘m"‘s"?’ dan E‘?l:a:'(eb“;kf" :"“Za"
4.01.03.2.04.01  |Kebijakan Pertanian, Kehutanan, ckretariat |Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, 4 Dokumen 70,641,350 |Kebijakan Pertanian, Kehutanan, ckretaniat | Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan 4 Dokumen 40,993,083
A daerah  |Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Kelton o Porianan daerah  |Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,
Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
Tenaga Keria
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, [Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi | o+ |Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Selretariat |0 eronisash, dan Evaluasi Kebjjakan Urusan
4.01.03.2.04.02  |Kebijakan Pertambangan dan < d:::::: Urusan Pertambangan dan Sumber Daya 4 Dokumen 74,741,560 |Kebijakan Pertambangan dan < d:::::: Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, 4 Dokumen 100,281,754

Lingkungan Hidup

Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,
Perhubungan, Statistik, Persandian

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan,
Statistik, Persandian




4.01.03.2.04.03

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Energi dan Air

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Sekretariat |Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum
daerah  |dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Pertanahan

4 Dokumen

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
76,119,300 .
"7 777" |Kebijakan Energi dan Air

Sekretariat

daerah

[Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan
Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Pertanahan

4 Dokumen 99,826,375

JUMLAH

33,311,454,293.49

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nias Selatan

Ir. IKHTIAR DUHA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022




Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Nias Selatan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
-1 -2 -3 -4 -5 -6
PROGRAM FENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |y eioean |dan pongelolaan barang milik dacrah yang akuatabel dan 100%
DAERAH KABUPATEN/KOTA P & yEue °
transparan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja . Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan
Nias Selatan P . 100%
Perangkat Daerah evaluasi kinerja yang tersusun dengan baik
PDear;)rrz}slunan Dokumen Perencanaan Perangkat Nias Selatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dok
. . . Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Nias Selatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Nias Selatan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil 2 Dok
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
N . Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Nias Selatan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dok
N . Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Nias Selatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dok
N . S Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja . o p R .
dan Tkhtisar Realisasi Kineria SKPD Nias Selatan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan
J Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nias Selatan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nias Selatan Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan 100%
perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nias Selatan i‘;;ﬂah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 93 Orang
. . Khi Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan T Nias Selatan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan

Tahun SKPD

SKPD




Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

X Nias Selatan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan 18 Laporan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Nias Selatan Persen.tas1 penyediaan sarana penunjang urusan 100%
Daerah P intah daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Nias Selatan Jumlah quumen laporan adminitrasi BMD yang tertata 1 Dokumen
dengan baik
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Nias Selatan Jumlah dokumen inventaris BMD yang tersusun dengan baik 1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nias Selatan Persentase penyelenggaran administrasi kepegawaian PD 100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |Nias Selatan f;:iﬁ pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya yang 1 Paket
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang- Nias Selatan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 10 Orang
undangan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Nias Selatan Persentase penyelenggaraan administrasi umum PD 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Nias Selatan Jumlah Paket Komponen 'Inst'ala51 Listrik /Penerangan 1 Paket
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nias Selatan Jumlah P?aket Peralatan  dan  Perlengkapan Kantor 1 Paket
yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Nias Selatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Nias Selatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nias Selatan Jlflmla!h Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Nias Selatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nias Selatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1 Laporan
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Nias Selatan Persen_tase penyediaan sarana penunjang urusan 100%
Pemerintah Daerah pemerintah daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan . Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan .
. . Nias Selatan . L 1 Unit
Dinas jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah|Nias Selatan Persentase penyediaan jasa penunjang urusan 100%

pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Nias Selatan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  Surat Menyurat

100 Laporan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Nias Selatan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang Disediakan

12 Laporan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Nias Selatan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

12 Laporan




Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nias Selatan Kantor yang Disediakan 12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan . Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah
. Nias Selatan . s 100%

Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik

Pel"lyedlaan Jasa Pemehharaan,‘ Biaya Pemeliharaan da'n . Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas .

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas [Nias Selatan S R X 60 Unit
Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Jabatan

E:Eil;l;araan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Nias Selatan Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik 3 Unit

Admxmstfrasx Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Nias Selatan Persentase penyediaan operasional KDH dan WKDH 100%

dan Wakil Kepala Daerah

Pelaksanaan Medical Check up Kepala Daerah dan Wakil Nias Selatan Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala 2 Oran

Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah g

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Nias Selatan z:::::tase penyediaan fasilitas rumah tangga perangkat 100%

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Nias Selatan Jlflmla!h Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang 12 Paket
Disediakan

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah [Nias Selatan Jumlah Palfet Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 12 Paket
yang Disediakan

Penataan Organisasi Nias Selatan Persentase Penataan Organisasi Daerah 100%

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Nias Selatan j:::;l ;1’111D0kumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 30 Dokumen

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Nias Selatan i:lf; Larll'laLaporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 15 Laporan

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nias Selatan J".lmlah . Dokumen  Peningkatan Kinerja dan Reformasi 30 Dokumen
Birokrasi

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Nias Selatan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian 30 Dokumen

Publik dan Tata Laksana Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Nias Selatan Jvtlmlgh Doku‘men Koordinasi dan Penyusunan Laporan 128 Dokumen

Daerah Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Nias Selatan Persentase keprotokolan daerah yang terselenggara dengan 100%

baik

Fasilitasi Keprotokolan

Nias Selatan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan

190 Laporan

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Nias Selatan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

110 Laporan

Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Nias Selatan

Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

190 Laporan

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN

Persentase administrasi pemerintahan dan kesejahteraan

1 0,
RAKYAT e Eialltier rakyat yang tertata dengan baik 1002
Administrasi Tata Pemerintahan Nias Selatan Persen.tase penyelenggaran administrasi tfata 100%
pemerintahan yang terlaksana dengan baik
Penataan Administrasi Pemerintahan Nias Selatan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi 4 Dokumen

Pemerintahan




Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Nias Selatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 15 Dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Nias Selatan g’:;l:}l: Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 2 Dokumen
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Nias Selatan Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana 100%
dengan baik
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Nias Selatan Ju}‘nAlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 4 Dokumen
Spiritual
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian
Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Usulan Pokir untuk hibah
Pelak§anaag Kebijakan, E\'Ialuam dan Capaian Kinerja Nias Selatan Sosial, Transmlgras1, Kesehatgr}, Penr?berdayaan Perempuan 15 Dokumen keagamaan/hibah tempat
Terkait Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan ibadah
Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, fbada
Pengendalian Penduduk dan KB
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Nias Selat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian 2 Dol Usulan Pokir untuk hibah dan
Terkait Kesejahteraan Masyarakat las Selatan Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi oxumen prasarana kependidikan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,
Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Nias Selatan Persentase penyelenggaraan dan fasilitasi hukum daerah 90%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Nias Selatan Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan 20 Dokumen
Fasilitasi Bantuan Hukum Nias Selatan Jumlah Kasus Perdata Daerah yang diselesaikan 20 Kasus
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan . Persentase Produk Hukum Daerah Yang Terdokumentasikan
. Nias Selatan . 20 Dokumen
Informasi Hukum Dengan Baik
Fasilitasi Kerjasama Daerah Nias Selatan Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dengan baik 94%
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Nias Selatan 3 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Nias Selatan 2 Dokumen
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Nias Selatan 2 Laporan
Persentase pelaksanaan pengendalian ek i mikro kecil
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Nias Selatan dan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana dengan 100%
baik
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Nias Selatan Persentase kebijakan perekonomian yang terlaksana 94%
dengan baik
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi . dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Nias Selatan 2 Dokumen
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Nias Selatan Perekonomian 4 Laporan




Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Nias Selatan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Nias Selatan Persentas? administrasi pembangunan yang terlaksana 100%
dengan baik

litasi b i . Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program .

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Nias Selatan Pembangunan Daerah 2 Dokumen
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Nias Selatan Pembangunan 12 Laporan

Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan i Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan Nias Selatan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Nias Selatan Persentas? pengadaan barang dan jasa yang terlaksana 100%
dengan baik
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Nias Selatan Jasa 140 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nias Selatan Elektronik 40 Dokumen
Jumlah O Mengikuti Pembi dan Advokasi

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Nias Selatan um rang yang Venglkutl Fembinaan dan Advoxasi 10 Orang
Pengadaan Barang dan Jasa

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Nias Selatan Persentase terpantaunya kebijakan sumber daya alam 100%
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Nias Selatan Evaluasi Kebljakgn Urusan Pertanian, Paggan, Ke‘hutanan, 4 Dokumen

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,
Penanaman Modal, Tenaga Kerja
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan Nias Selat. E\{aluam Kebljakan Uru'san Pertambangan dan Sumber D?y? 4 Doku

Pertambangan dan Lingkungan Hidup 1as Selatan Mlneral,' Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, okumen
Persandian
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan

L o . = . Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum
Kf)ordmasg Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Nias Selatan dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 4 Dokumen

Air

Permukiman,
Pertanahan

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nias Selatan

Ir. IKHTIAR DUHA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022




RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TABEL T-C. 33

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN NIAS SELATAN
RENCANA AWAL RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

Rencana Tahun 2025

Perkiraan Maju Tahun 2026

" P Sumber | Catatan
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target dana Penting Target
Lokasi Capaian Kebutuhan dana Capaian Kebutuhan Dana
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4. PEMERINTAHAN 33,311,454,293.49 33,311,454,293.49
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 33,311,454,293.49 33,311,454,293.49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN E:k:p:::i’:::"::‘:‘;“::“;T:"“i
4.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH Ppeg i & Kab. Nias Selatan 100% 21,113,198,846.49 | DAU 100% 21,113,198,846.49
pengelolaan barang milik daerah yang
KABUPATEN/KOTA
akuntabel dan transparan
Perencanaan, Penganggaran dan ° A N : o, o,
4.01.01.2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan evalua.sl kinerja Kab. Nias Selatan 100% 52,536,415.00 DAU 100% 52,536,415.00
yang tersusun dengan baik
4.01.01.2.01.01 |Feryusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Nias Selatan | 3 Dokumen 7,512,900.00 | DAU 3 Dok 7,512,900.00
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
4.01.01.2.01.02 y Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 7,512,900.00 DAU 2 Dok 7,512,900.00
Dokumen RKA- SKPD
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan |dan Laporan Hasil Koordinasi .
4.01.01.2.01.03 Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 7,500,263.00 | DAU 2 Dok 7,500,263.00
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
4.01.01.2.01.04 yu Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 7,506,827.00 DAU 2 Dok 7,506,827.00
SKPD
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi .
4.01.01.2.01.05 Perubahan DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 7,501,352.00 | DAU 2 Dok 7,501,352.00
SKPD
|Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
4.01.01.2.01.06 |Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kab. Nias Selatan 2 Laporan 7,499,306.00 DAU 2 Laporan 7,499,306.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
4.01.01.2.01.07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. Nias Selatan 2 Laporan 7,502,867.00 [ DAU 2 Laporan 7,502,867.00
Perangkat Daerah
Ad rasi K, P - Persentase penyelenggaraan
4.01.01.2.02 istrasi I P kat Kab. Nias Selatan 100% 1,570,883,075.00 | DAU 100% 1,570,883,075.00
Daerah
daerah
. - . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan .
4.01.01.2.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN . Kab. Nias Selatan 93 Orang 1,555,845,605.00f DAU 93 Orang 1,555,845,605.00
Tunjangan ASN
lJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.01.01.2.02.05 [|Koordinasi dan Penyusunan Laporan |SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Nias Selatan 1 Laporan 7,488,600.00 DAU 1 Laporan 7,488,600.00

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD




Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan

4.01.01.2.02.07 |Keuangan Bulanan/Triwulan/ Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan |Kab. Nias Selatan 18 Laporan 7,548,870.00 DAU 18 Laporan 7,548,870.00
Semesteran SKPD Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah |Persentasi penyediaan sarana . o o
4.01.01.2.03 Pada Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kab. Nias Selatan 100% 242,060,430.00 DAU 100% 242,060,430.00
4.01.01.2.03.02 |"engamanan Barang Milik Daerah |Jumlah dokumen laporan adminitrasi Kab. Nias Selatan | 1 Dokumen 201,985,715.00 DAU 1 Dokumen 201,985,715.00
SKPD BMD yang tertata dengan baik
4.01.01.2.03.06 |Fenatausahaan Barang Milik Daerah |Jumlah dokumen inventaris BMD yang |y Niag Selatan 1 Laporan 40,074,715.00| DAU 1 Laporan 40,074,715.00
Pada SKPD tersusun dengan baik
Administrasi Kepeg: F penyelenggaran . o o
4.01.01.2.05 Perangkat Daerah PR i kepeg ian PD Kab. Nias Selatan 100% 381,018,650.00 DAU 100% 381,018,650.00
4.01.01.2.05.02 | engadaan Pakaian Dinas Beserta  |Jumlah pakaian dinas berserta atribut |y Niog Selatan 1 Paket 331,018,650.00 DAU 1 Paket 331,018,650.00
Atribut Kelengkapannya kelengkapannya yang tersedia
L . . Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
4.01.01.2.05,.11 |PimPingan Teknis Implementasi Teknis Implementasi Peraturan Kab. Nias Selatan 10 Orang 50,000,000.00 | DAU 10 Orang 50,000,000.00
peraturan Perundang-undangan
Perundang-Undangan
Administrasi Umum P 1 P ase penyelenggaraan .
4.01.01.2.06 ind . Kab. Nias Selatan 100% 9,796,927,102.49 | DAU 100% 9,796,927,102.49
Daerah administrasi umum PD
Penvediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
4.01.01.2.06.01 N y P Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Nias Selatan 1 Paket 215,856,927.00| DAU 1 Paket 215,856,927.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor I,
yang Disediakan
401,012,060z |Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatandan Kab. Nias Selatan 1 Paket 622,967,879.00| DAU 1 Paket 622,967,879.00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4.01.01.2.06.03 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 220 Paket Peralatan Rumah Tangea |\ niqg Selatan 1 Paket 121,184,098.49| DAU 1 Paket 121,184,098.49
yang Disediakan
4.01.01.2.06.04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor ‘éi‘:é?:kapike‘ Bahan Logistik Kantor yang |, nios selatan 1 Paket 1,621,324,763.00| DAU 1 Paket 1,621,324,763.00
4.01.01.2.06.05 |Fenyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Nias Selatan 1 Paket 1,031,843,435.00] DAU 1 Paket 1,031,843,435.00
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
4.01.01.2.06.08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu “TI::E’}‘ Laporan Fasilitasi Kunjungan Kab. Nias Selatan 1 Laporan 1,305,950,000.00| DAU 1 Laporan 1,305,950,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan .
4.01.01.2.06.09 dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Nias Selatan 1 Laporan 4,877,800,000.00f DAU 1 Laporan 4,877,800,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase penyediaan sarana
4.01.01.2.07 P jang Urusan P intah . peny y Kab. Nias Selatan 100% 1,110,000,000.00 | DAU 100% 1,110,000,000.00
Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
P a Kend P Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
4.01.01.2,07.01 | ngacaan dendaraan YErorangan p, g atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Nias Selatan 1 Unit 1,110,000,000.00| DAU 1 Unit 1,110,000,000.00
Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan o
yang Disediakan
Penyediaan Jasa F F penyediaan jasa penunjang . o o
4.01.01.2.08 Urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah Kab. Nias Selatan 100% 3,083,796,000.00 DAU 100% 3,083,796,000.00
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat .
4.01.01.2.08.01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Menyurat Kab. Nias Selatan 100 Laporan 87,000,000.00 DAU 100 Laporan 87,000,000.00
Penvediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4.01.01.2.08.02 Y . o Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |Kab. Nias Selatan 12 Laporan 102,240,000.00 DAU 12 Laporan 102,240,000.00
Sumber Daya Air dan Listrik .
yang Disediakan
Penvediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4.01.01.2.08.03 Y Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang |Kab. Nias Selatan 12 Laporan 313,356,000.00 DAU 12 Laporan 313,356,000.00
Perlengkapan Kantor o
Disediakan
4.01.01.2.08.04 | enyediaan Jasa Pelayanan Umum  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Nias Selatan | 12 Laporan 2,581,200,000.00] DAU 12 Laporan 2,581,200,000.00
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah |Persentase BMD penunjang urusan
4.01.01.2.09 P Urusan P intahan P ahan daerah yang terpelihara |Kab. Nias Selatan 100% 1,664,281,093.00 DAU 100% 1,664,281,093.00
Daerah dengan baik




Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas

4.01.01.2.09.01 . atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Kab. Nias Selatan 60 Unit 1,452,923,093.00f DAU 60 Unit 1,452,923,093.00
Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan P Y Jakny
4.01.01.2.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung  |Jumlah gedung kantor yang terpelihara |y, Niag selatan 3 Unit 211,358,000.00) DAU 3 Unit 211,358,000.00
Kantor dan Bangunan Lainnya dengan baik
Administrasi Keuangan dan Persentase penyediaan operasional
4.01.01.2.11 Operasional Kepala Daerah dan KDH dan Wll;DHy P Kab. Nias Selatan 100% 180,000,000.00 | DAU 100% 180,000,000.00
Wakil Kepala Daerah
Pelaksanaan Medical Check up Jumlah Orang yang Mengikuti Medical
4.01.01.2.11.03 |Kepala Daerah dan Wakil Kepala Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kab. Nias Selatan 2 Orang 180,000,000.00 | DAU 2 Orang 180,000,000.00
Daerah Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Persentase penyediaan fasilitas rumah . o o
4.01.01.2.12 Sekretariat Daerah tangga perangkat daerah Kab. Nias Selatan 100% 2,160,000,000.00 DAU 100% 2,160,000,000.00
401.012.1201 |Fenyediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga |y, s Selatan 12 Paket 1,440,000,000.00 | DAU 12 Paket 1,440,000,000.00
Tangga Kepala Daerah Kepala Daerah yang Disediakan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga .
4.01.01.2.12.02 Tangga Wakil Kepala Dacrah Wakil Kepala Dacrah yang Disediakan Kab. Nias Selatan 12 Paket 720,000,000.00 DAU 12 Paket 720,000,000.00
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi P P Or; i Daerah |Kab. Nias Selatan 100% 401,114,777.00 DAU 100% 401,114,777.00
4.01.01.2.1301 |Fengelolaan Kelembagaan dan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kab. Nias Selatan | 30 Dokumen 112,987,500.00| DAU 30 Dokumen 112,987,500.00
Analisis Jabatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata [Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi .
4.01.01.2.13.02 Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kab. Nias Selatan 15 Laporan 36,752,448.00( DAU 12 Laporan 36,752,448.00
4.01.01.2.13.03 |Feningkatan Kinerja dan Reformasi  |Jumlah  Dokumen Peningkatan Kab. Nias Selatan | 30 Dokumen 56,970,466.00] DAU 30 Dokumen 56,970,466.00
Birokrasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi
4.01.01.2.13.04 [Pengendalian Kualitas Pelayanan dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Kab. Nias Selatan 30 Dokumen 91,006,990.00f DAU 30 Dokumen 91,006,990.00
Publik dan Tata Laksana Publik dan Tata Laksana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
4.01.01.2.13.05 N . . yu P Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah |Kab. Nias Selatan 128 Dokumen 103,397,373.00| DAU 128 Dokumen 103,397,373.00
Kinerja Pemerintah Daerah Daerah
Pelaksanan Protokol dan Persentase keprotokolan daerah yang . o o
4.01.01.2.14 Komunikasi Pimpinan terselenggara dengan baik Kab. Nias Selatan 100% 470,581,304.00 | DAU 100% 470,581,304.00
4.01.01.2.14.01 |Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kab. Nias Selatan | 190 Laporan 145,025,963.00) DAU 190 Laporan 145,025,963.00
Keprotokolan
4.01.01.2.14.02 |Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kab. Nias Selatan | 110 Laporan 75,560,754.00] DAU 110 Laporan 75,560,754.00
Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.03 |Pendokumentasian Tugas Pimpinan |2 "al Laporan Pendokumentasian Kab. Nias Selatan | 190 Laporan 249,994,587.00| DAU 190 Laporan 249,994,587.00
Tugas Pimpinan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN  |© P menntahan
i i o o
4.01.02 KESEJAHTERAAN RAKYAT A;lan kes:];l;teraan rakyat yang tertata |Kab. Nias Selatan 100% 9,602,588,732.00 DAU 100% 9,602,588,732.00
Persentase penyelenggaran
4.01.02.2.01 Administrasi Tata P i han dmi. i tata p yang Kab. Nias Selatan 100% 425,438,967.00 DAU 100% 425,438,967.00
terlaksana d baik
. . . Jumlah Dokumen Hasil Penataan .
4.01.02.2.01.01 |Penataan Administrasi Pemerintahan . . . Kab. Nias Selatan 4 Dokumen 210,475,496.00, DAU 4 Dokumen 210,475,496.00
Administrasi Pemerintahan
4.01.02.2.01,02 |Pengelolaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Nias Selatan | 12 Dokumen 109,889,090.00| DAU 15 Dokumen 109,889,090.00
Kewilayahan Administrasi Kewilayahan
4.01.02.2.01.03 |Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kab. Nias Selatan | 2 Dokumen 105,074,381.00] DAU 2 Dokumen 105,074,381.00
Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Persentase kebijakan kesejahteraan .
4.01.02.2.02 Tt Rakyat rakyat yang terlaksana dengan baik Kab. Nias Selatan 100% 8,474,366,886.00 | DAU 100% 8,474,366,886.00
ilitasi i Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
4.01.02.2.02.01 |Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Kab. Nias Selatan | 4 Dokumen 140,461,170.00 DAU 4 Dokumen 140,461,170.00

Spiritual

Pengelolaan Bina Mental Spiritual




Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang Meliputi
Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,

4.01.02.2.02.02 |dan Capaian Kinerja Terkait Kab. Nias Selatan 12 Dokumen 2,148,359,488.00( DAU 15 Dokumen 2,148,359,488.00
Keseiaht Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
esejanteraan Sosia Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan KB
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi
4.01.02.2.02.03 [dan Capaian Kinerja Terkait Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 6,185,546,228.00| DAU 2 Dokumen 6,185,546,228.00
Kesejahteraan Masyarakat Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum
Linmas
4.01.02.2.08  |Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | CISentase penyelenggaraan dan Kab. Nias Selatan 90% 443,752,128.00 | DAU 90% 443,752,128.00
fasilitasi daerah
4.01.02.2.03.01 |Fasilitasi Penyusunan Produk Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Kab. Nias Selatan | 20 Dokumen 102,322,168.00] DAU 20 Dokumen 102,322,168.00
Hukum Daerah Ditetapkan
e Jumlah Kasus Perdata Daerah yang .
4.01.02.2.03.02 [Fasilitasi Bantuan Hukum diselesaikan Kab. Nias Selatan 20 Kasus 284,229,209.00f DAU 20 Kasus 284,229,209.00
4.01.02.2.03.03 | endokumentasian Produk Hukum - \Persentase Produk Hukum Daerah Yang |y ) Nias Selatan | 20 Dokumen 57,200,751.00] DAU 20 Dokumen 57,200,751.00
dan Pengelolaan Informasi Hukum Terdokumentasikan Dengan Baik
PO . Persentase kerja sama daerah yang . o o
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah difasilitasi dengan baik Kab. Nias Selatan 94% 259,030,751.00 DAU 94% 259,030,751.00
4.01.02.2.04.01 |Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri |2 iah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja |\ nioo selatan | 3 Dokumen 85,555,188.00] DAU 3 Dokumen 85,555,188.00
Sama Dalam Negeri
4.01.02.2.04.02 |Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | miah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja |, nioq Selatan | 2 Dokumen 50,067,192.00] DAU 2 Dokumen 50,067,192.00
Sama Luar Negeri
4.01.02.2.04.03 |Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama |2 oriah Laporan Hasil Evaluasi Kab. Nias Selatan | 2 Laporan 123,408,371.00| DAU 2 Laporan 123,408,371.00
Pelaksanaan Kerja Sama
P pelal P dali
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN ekonomi mikro kecil dan pengadaan q o o
4.01.03 PEMBANGUNAN barang dan jasa yang terlaksana dengan Kab. Nias Selatan 100% 2,595,666,715.00 DAU 100% 2,595,666,715.00
baik
4.01.03.2.01 |Felaksanaan Kebijakan Persentase kebijakan perekonomian |\ i Selatan 24% 235,139,657.00 | DAU 24% 235,139,657.00
Perekonomian yang terlaksana dengan baik
. . . A L lJumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi
4.01.03.2.01.01 dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan . g g Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 19,663,578.00) DAU 2 Dokumen 19,663,578.00
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
BUMD dan BLUD
4.01.03.2.01,02 |engendalian dan Distribusi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian - dan |, . nioq Selatan | 4 Laporan 96,383,932.00| DAU 4 Laporan 96,383,932.00
Perekonomian Distribusi Perekonomian
P dan P Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan
4.01.03.2.01.03 | crencanaan dan Pengawasan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Kab. Nias Selatan | 4 Dokumen 119,092,147.00| DAU 4 Dokumen 119,092,147.00
Ekonomi Mikro Kecil
4.01.03.2.02 |Felaksanaan Administrasi P d asi pembangunan |y Nios Selat 100% 299,911,564.00 | DAU 100% 299,911,564.00
e Pembangunan yang terlaksana dengan baik ab. Nas selatan ° oI ° ’ ’ .
Pasilitasi P P Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
4.01.03.2.02,01 | astitasiFenyusunan Frogram Penyusunan Program Pembangunan Kab. Nias Selatan | 2 Dokumen 99,997,667.00| DAU 2 Dokumen 99,997,667.00
Pembangunan
Daerah
4.01.03.2.02.02 | engendalian dan Evaluasi Program  |Jumlah Laporan Hasil Pengendalian  dan |, nios Selatan | 12 Laporan 99,920,372.00 DAU 12 Laporan 99,920,372.00
Pembangunan Evaluasi Program Pembangunan
Pengelolaan. Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
4.01.03.2.02.03 & ) v P Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kab. Nias Selatan 12 Laporan 99,993,525.00f DAU 12 Laporan 99,993,525.00

Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan




P 1ol Py d B P ase p d barang dan jasa . o o
4.01.03.2.03 dan Jasa yang terlaksana dengan baik Kab. Nias Selatan 100% 1,819,514,282.00 | DAU 100% 1,819,514,282.00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan lJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
4.01.03.2.03.01 Jasag 8 8 Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Nias Selatan | 140 Dokumen 1,085,618,282.00( DAU 140 Dokumen 1,085,618,282.00
4.01.03.2.03.02 |Lengelolaan Layanan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Layanan Kab. Nias Selatan | 40 Dokumen 366,948,000.00 DAU 40 Dokumen 366,948,000.00
Secara Elektronik Pengadaan Secara Elektronik
Pembi dan Advokasi P q Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan
4.01.03.2.03.03 | cmPinaan dan Advokasi Fengadaan |4an advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |Kab. Nias Selatan 10 Orang 366,948,000.00) DAU 10 Orang 366,948,000.00
Barang dan Jasa
4.01.03.2.04 |Pemantauan Kebijakan Sumber Persentase terpantaunya kebijakan Kab. Nias Selatan 100% 241,101,212.00 | DAU 100% 241,101,212.00
Daya Alam sumber daya alam
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
) o L Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Koordinasi, Sinkronisasi dan .
. . N Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, )
4.01.03.2.04.01 |Evaluasi Kebijakan Pertanian, B Kab. Nias Selatan 4 Dokumen 40,993,083.00) DAU 4 Dokumen 40,993,083.00
Keh Kel dan Perik Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,
ehutanan, Kelautan dan Perikanan Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,
Tenaga Kerja
lJumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
. . . . Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Koordinasi, Sinkronisasi dan
N . Urusan Pertambangan dan Sumber Daya .
4.01.03.2.04.02 |evaluasi Kebijakan Pertambangan . . . . Kab. Nias Selatan 4 Dokumen 100,281,754.000 DAU 4 Dokumen 100,281,754.00
dan Lingk Hid Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,
an Lingkungan Hidup Perhubungan, Statistik, Persandian
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum )
4.01.03.2.04.03 Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Kab. Nias Selatan 4 Dokumen 99,826,375.00] DAU 4 Dokumen 99,826,375.00
dan Kawasan Permukiman, Pertanahan
33,311,454,293.49 33,311,454,293.49

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nias Selatan,

Ir. IKHTIAR DUHA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022
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